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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan
rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul "Pengantar
Hukum Acara Tata Usaha Negara" ini dapat diselesaikan dengan
baik. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman
dasar dan komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian sengketa
di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) bagi para
mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat umum yang ingin
mendalami bidang hukum administrasi negara.

Hukum Acara Tata Usaha Negara merupakan instrumen penting
dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan pemerintah
(eksekutif) dengan hak-hak keperdataan warga masyarakat. Melalui
proses peradilan yang diatur secara khusus, masyarakat dapat
mengajukan gugatan apabila merasa kepentingannya dirugikan akibat
diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Oleh
karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai acara ini menjadi
krusial untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dalam penyusunan buku ini, penulis telah berusaha menyajikan
materi secara sistematis, mulai dari sejarah dan asas-asas umum
pemerintahan yang baik, kompetensi badan peradilan, prosedur
pengajuan gugatan, proses pembuktian, hingga upaya hukum yang
dapat ditempuh oleh para pihak. Penulis juga menyertakan
perkembangan terkini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 junto Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan
kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia,
khususnya dalam bidang Hukum Acara Tata Usaha Negara.

Penulis
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PERADILAN TATA

USAHA NEGARA
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Landasan Yuridis Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia

Landasan Filosofis-Konstitusional: Pasal 24 UUD 1945 dan
Doktrin Rechtsstaat

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan sekadar lembaga
pemutus sengketa, melainkan manifestasi dari janji negara hukum
untuk membatasi kesewenang-wenangan penguasa (check and
balances). Orientasi Peradilan Administrasi di Indonesia: Dominan
objektif, tetapi dikonstruksikan sebagai perlindungan hak warga
(subjektif). Secara desain normatif, peradilan tata usaha negara
(PTUN) dan hukum administrasi di Indonesia dibangun untuk
menjamin legalitas tindakan pemerintah (orientasi obyektif)
sekaligus memberi remedi bagi warga yang dirugikan (orientasi
subyektif).

UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan memposisikan
hukum administrasi sebagai instrumen untuk menetapkan standar,
mekanisme pengawasan, dan upaya hukum atas tindakan pemerintah,
dengan tujuan mewujudkan legalitas, fairness, rasionalitas, dan
transparansi aktivitas pemerintahan (Elsyra et al,, 2025). PTUN dan
upaya administratif diposisikan sebagai sarana penegakan hukum
atas perbuatan hukum publik pemerintah bila merugikan masyarakat,
yakni menilai dan mengoreksi keputusan/tindakan yang melanggar
hukum (Sugiharto & Abrianto, 2018). Di sisi lain, literatur hukum
administrasi menegaskan bahwa hukum berfungsi bukan hanya untuk
mengatur, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan kepentingan
manusia dan subjek hukum, termasuk dalam relasi warga-pemerintah
(Syabana, 2022; Elsyra et al, 2025). Dalam konteks sengketa
kebijakan administratif (misalnya surat edaran Kemenkes yang
membatasi praktik medis), analisis berangkat dari pelanggaran hak
subjektif warga (hak atas kesehatan) dan merumuskan upaya hukum
administrasi sebagai bentuk perlindungan tersebut (Syabana, 2022).
Studi tentang perlindungan hak privasi dan data pribadi juga
menunjukkan bahwa mekanisme administratif dan regulatif dipahami
sebagai perlindungan hukum preventif dan represif untuk individu
terhadap tindakan negara atau pihak lain, meski kerangkanya masih
bertumpu pada penegakan legalitas norma yang ada (Tamam & Ikrom,
2024). Esensi peradilan administrasi Indonesia secara struktur lebih
condong ke orientasi obyektif (penjagaan legalitas tindakan
pemerintah), tetapi dalam doktrin dan penerapannya terus
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diproyeksikan sebagai sarana perlindungan hak-hak individu yang
dirugikan keputusan administrasi, sehingga kedua orientasi saling
terkait dan sulit dipisahkan.

Pasca-amandemen UUD 1945, PTUN ditempatkan secara tegas
sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka dari
eksekutif, tetapi dalam praktik masih dibayangi problem pelaksanaan
putusan dan relasi kelembagaan. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 (hasil
amandemen) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan
oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk
peradilan tata usaha negara (Hr et al., 2018). PTUN dengan demikian
menjadi sub-sistem kekuasaan kehakiman, bukan lagi “peradilan
administrasi di bawah eksekutif” sebagaimana pola lama di banyak
negara civil law (Maulidyna, 2025; Astomo, 2014). Reformasi
konstitusional memperkuat asas pemisahan kekuasaan dan check and
balances, mengoreksi karakter executive heavy sebelum amandemen
(Ahmad & Nggilu, 2020; Ibrahim, 2022; Reynaldi et al, 2025).
Independensi hakim secara umum juga diperkuat lewat desain baru
pengisian jabatan hakim agung melalui Komisi Yudisial yang
independen untuk meminimalkan pengaruh politik eksekutif dan
legislatif (Bachmid & Ihsan, 2022).

Walau secara struktur sudah independen, eksekusi putusan
PTUN sering lemah karena tidak adanya aturan pemaksaan yang
efektif dan rendahnya kepatuhan pejabat TUN, sehingga kontrol
yudisial terhadap pemerintah menjadi “tumpul” (Utama & Erliyana,
2020; Mustikaningsih & Erliyana, 2021; Herlambang & Sulistiyono,
2020). Dalam sengketa tertentu, putusan PTUN juga bisa
“tersubordinasi” oleh putusan lembaga peradilan lain (misalnya, MK
dalam sengketa pemilu), yang mengurangi efektivitas kontrol
terhadap tindakan eksekutif/penyelenggara pemilu (Mustikaningsih
& Erliyana, 2021). Kajian komparatif menunjukkan posisi PTUN
sebagai lembaga kehakiman formal sudah sesuai prinsip negara
hukum, namun fungsi eksekutorial dan kapasitas institusional masih
menjadi titik lemah yang membuka ruang tekanan atau pengabaian
oleh eksekutif (Maulidyna, 2025; Saputro et al, 2025). Secara
konstitusional pasca-amandemen, PTUN sudah ditempatkan kokoh
sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka dari eksekutif.
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Asas-Asas Dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara

Pendahuluan

Hukum Acara Tata Usaha Negara (HATUN) merupakan instrumen
fundamental dalam sistem negara hukum Indonesia yang berfungsi
sebagai mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan
pemerintahan. Keberadaan peradilan tata usaha negara tidak hanya
dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa administratif, tetapijuga
untuk menjamin perlindungan hak-hak warga negara dari tindakan
pemerintah yang sewenang-wenang, filosofis, dan normatif. Dalam
konstruksi negara hukum modern, asas-asas hukum memegang
peranan sentral sebagai fondasi filosofis dan normatif. Asas-asas
dalam HATUN bukan sekedar pedoman prosedural, melainkan
mencerminkan nilai konstitusional seperti supremasi hukum, due
process of law, dan perlindungan hak asasi manusia.

Hakikat dan Fungsi Asas dalam Hukum Acara

Secara teoritis, asas hukum merupakan prinsip dasar yang bersifat
umum dan abstrak yang menjiwai pembentukan dan penerapan
norma hukum konkret. Menurut doktrin hukum administrasi, asas
berfungsi sebagai pedoman interpretasi, pengarah pembentukan
hukum, dan pengisi kekosongan hukum. Dalam konteks hukum acara,
asas berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara. Fungsi dari asas adalah menjamin
konsistensi, kepastian hukum, serta integritas proses peradilan.

Asas (principle) merupakan sesuatu yang dapat dijadikan alas,
sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai pokok pangkal, sebagai
tempat untuk menyandarkan dan untuk mengembalikan sesuatu hal
yang hendak kita jelaskan (Mahadi, 1989). Pengertian tersebut dapat
berarti dasar, landasan, fundament, prinsip, jiwa, dan cita-cita. Asas
adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan
tidak menyebutkan secara khusus pelaksanaannya. Asas-asas juga
dapat disebut pengertiannya dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak
berpikir tentang sesuatu. Dalam konteks ilmu hukum, asas-asas
hukum (rechtsbeginselen, legal principles) bukanlah peraturan hukum
konkret, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau
merupakan latar belakang dari hukum positif yang terdapat dalam
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dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan
perundang-undangan (Sudikno, 1988).

Secara luas, asas (principle) adalah suatu dalil umum yang
dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus
mengenai pelaksanaannya yang ditetapkan pada serangkaian
perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.
Dengan demikian, asas secara umum dapat diartikan sebagai dasar
atau prinsip yang bersifat umum yang menjadi titik tolak pengertian
atau pengaturan. Asas disatu sisi daoat disevut sebagai landasan atau
alasan pembentukan suatu aturan hukum yang memuat nilai, jiwa,
atau cita-cita sosial yang ingin diwujudkan. Asas hukum merupakan
jantung yang menghubungkan antara aturan hukum dengan cita-cita
dan pandangan masyarakat di mana hukum itu berlaku (asas hukum
objektif) (Satjipto Rahardjo, 1982). Di sisi lain, asas hukum dapat
dipahami sebagai norma umum yang dihasilkan dari pengendapan
hukum positif (asas hukum subjektif) (J.J.H. Bruggink, 2017).

Asas-asas Pokok dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara
Dalam berbagai literatur terdapat beberapa variasi yang menjelaskan
asas-asas hukum acara PERATUN, yang berlaku umum untuk semua
perkara Tata Usaha Negara (TUN) (Satjipto, 2017). Beberapa
contohnya antara lain, buku pedoman teknis administrasi dan teknis
perkara peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan asas-asas atau
karakteristik hukum acara PERATUN, yakni sebagai berikut (S.F.
Marbun, 2003):
1. Asas Praduga Rechtmatig (Presumption of Legality)
Asas praduga rechtmatig menyatakan bahwa setiap keputusan tata
usaha negara harus dianggap sah dan berlaku sebelum ada putusan
pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Asas ini bertujuan
menjaga stabilitas administrasi pemerintahan serta menjamin
keberlangsungan fungsi pelayanan publik. Namun demikian, asas
ini tidak bersifat absolut. Penggugat dapat meminta penundaan
pelaksanaan KTUN apabila terdapat alasan mendesak yang dapat
menimbulkan kerugian serius.
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2. Asas Pembuktian Bebas Terbatas

Dalam HATUN, hakim menganut sistem pembuktian bebas yang
terbatas, di mana hakim memiliki kebebasan menilai alat bukti,
namun tetap terikat pada ketentuan undang-undang. Beban
pembuktian pada prinsipnya berada pada para pihak, namun
hakim memiliki peran aktif dalam menggali kebenaran materiil.
Pengertian bebas terbatas memiliki makna bahwa menurut sistem
hukum PERATUN, hakim menentukan apa yang harus dibuktikan,
beban pembuktian, serta penilaian pembuktian. Untuk sahnya
pembuktian, diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti
berdasarkan keyakinan hakim. Mengenai alat-alat bukti yang dapat
dipergunakan oleh hakim di dalam pembuktian terbatas meliputi:
(a) Surat atau Tulisan, (b) Keterangan Ahli, (c) Keterangan Saksi,
(d) Pengakuan Para Pihak, dan (e) Pengetahuan Hakim.

3. Asas Keaktifan Hakim (Dominus Litis Terbatas)

Berbeda dengan peradilan perdata, hakim dalam peradilan tata
usaha negara memiliki peran aktif untuk memastikan
terungkapnya kebenaran materiil. Hakim dapat meminta
dokumen, menghadirkan saksi, atau melakukan pemeriksaan
tambahan demi tercapainya keadilan substantif. Dalam proses
pemeriksaan di persidangan, peranan hakim adalah aktif (dominus
litis). Peranan hakim yang aktif tersebut, karena hakim, karena
hakim dibebani tugas untuk mencari kebenaran materiil. Di dalam
ketentuan hukum acara, peranan hakim bersifat aktif tersebut
ditemukan pada Pasal 63 ayat (2) butir a dan b, kemudian dalam
Pasal 80 ayat (1), Pasal 85, Pasal 95 ayat (1), dan Pasal 103 ayat (1)
UU PERATUN.

4. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan
Asas ini merupakan manifestasi dari prinsip akses terhadap
keadilan (access to justice). Proses peradilan harus diselenggarakan
secara efisien tanpa mengurangi kualitas putusan. Asas sederhana,
cepat, dan biaya ringan dalam perkara PTUN (Peradilan Tata Usaha
Negara) adalah prinsip penyelenggaraan peradilan yang menuntut
proses pemeriksaan perkara dilakukan secara efisien, tidak
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Pendahuluan

Perkembangan negara hukum modern menempatkan hukum sebagai
instrumen utama dalam mengatur hubungan antara negara dan warga
negara. Dalam konteks tersebut, keberadaan mekanisme pengawasan
terhadap tindakan pemerintahan menjadi elemen yang tidak
terpisahkan dari prinsip negara hukum (rechtsstaat). Kekuasaan
administrasi negara yang semakin luas menuntut adanya sarana
perlindungan hukum yang efektif bagi warga negara agar tidak
menjadi korban tindakan sewenang-wenang pejabat pemerintahan.
Oleh karena itu, pembentukan peradilan administrasi, termasuk
Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), merupakan konsekuensi logis
dari perkembangan negara hukum yang menekankan supremasi
hukum dan perlindungan hak asasi manusia (Hadjon, 1987).

Konsep negara hukum yang dianut Indonesia sejak awal
kemerdekaan telah mengisyaratkan pentingnya pembatasan
kekuasaan pemerintah melalui hukum. UUD 1945 secara tegas
menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti
setiap tindakan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan
secara hukum. Namun, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan,
relasi antara pemerintah dan warga negara tidak selalu berjalan
seimbang. Dominasi kekuasaan eksekutif, khususnya dalam
pengambilan keputusan administratif, kerap menimbulkan potensi
pelanggaran hak-hak warga negara. Kondisi inilah yang kemudian
melahirkan kebutuhan akan suatu peradilan khusus yang berwenang
mengadili sengketa antara warga negara dan pemerintah
(Asshiddiqgie, 2005).

Ketiadaan peradilan administrasi pada masa awal kemerdekaan
menyebabkan penyelesaian sengketa tata usaha negara bergantung
pada peradilan umum. Mekanisme tersebut dinilai tidak memadai
karena peradilan umum lebih berorientasi pada hukum perdata dan
pidana, bukan pada karakteristik khusus hukum administrasi negara.
Akibatnya, perlindungan hukum terhadap warga negara yang
dirugikan oleh keputusan pejabat administrasi belum optimal. Situasi
ini menimbulkan kesenjangan antara cita-cita negara hukum dan
realitas praktik pemerintahan, sehingga mendorong berkembangnya
wacana pembentukan peradilan administrasi yang berdiri sendiri

(Mertokusumo, 2010).
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Pengaruh sistem hukum Eropa Kontinental, khususnya Belanda,
memiliki peran signifikan dalam pembentukan gagasan Peradilan
TUN di Indonesia. Sistem hukum administrasi Belanda mengenal
mekanisme pengujian tindakan pemerintah melalui peradilan
administrasi sebagai sarana kontrol yudisial terhadap kekuasaan
eksekutif. Warisan pemikiran tersebut turut membentuk pandangan
para ahli hukum Indonesia mengenai pentingnya peradilan khusus
yang menangani sengketa administrasi negara. Meskipun demikian,
penerapan konsep tersebut di Indonesia memerlukan penyesuaian
dengan sistem ketatanegaraan dan kondisi sosial-politik nasional
(Ridwan HR, 2018).

Perdebatan akademik mengenai urgensi peradilan administrasi
semakin menguat seiring berkembangnya fungsi negara
kesejahteraan (welfare state). Negara tidak lagi sekadar menjaga
ketertiban, melainkan juga aktif mengatur dan melayani kepentingan
masyarakat melalui berbagai kebijakan administratif. Aktivitas
pemerintahan yang demikian intensif meningkatkan kemungkinan
terjadinya sengketa antara pemerintah dan warga negara. Dalam
konteks inilah, Peradilan TUN dipandang sebagai instrumen penting
untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan
perlindungan hak warga negara (Utrecht, 1986).

Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara menjadi tonggak historis dalam sistem
peradilan Indonesia. Kehadiran undang-undang tersebut menandai
pengakuan negara terhadap kebutuhan akan peradilan khusus yang
mengawasi tindakan administrasi pemerintahan. Peradilan TUN
dirancang untuk memberikan ruang bagi warga negara dalam
menggugat keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan
hak-haknya. Dengan demikian, Peradilan TUN tidak hanya berfungsi
sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana
pengendalian kekuasaan pemerintahan (Indroharto, 1993).

Dinamika ketatanegaraan pasca reformasi membawa implikasi
signifikan terhadap perkembangan Peradilan TUN. Tuntutan akan
pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel mendorong
penguatan peran peradilan administrasi. Perubahan terhadap
Undang-Undang Peradilan TUN melalui UU Nomor 9 Tahun 2004 dan
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UU Nomor 51 Tahun 2009 menunjukkan adanya upaya sistematis
untuk memperluas akses keadilan dan memperkuat perlindungan
hukum bagi warga negara. Perkembangan ini mencerminkan evolusi
Peradilan TUN sebagai bagian integral dari sistem negara hukum
demokratis (Manan, 2006).

Sejarah perkembangan Peradilan TUN di Indonesia pada
dasarnya mencerminkan perjalanan bangsa dalam menegakkan
prinsip negara hukum secara substantif. Peradilan TUN tidak lahir
secara instan, melainkan melalui proses panjang yang dipengaruhi
oleh dinamika politik, perkembangan hukum, dan tuntutan
masyarakat akan keadilan. Oleh karena itu, kajian mengenai sejarah
perkembangan Peradilan TUN menjadi penting untuk memahami
posisi dan peran strategis lembaga ini dalam sistem hukum Indonesia
saat ini (Marbun, 2015).

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai sejarah
perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia tidak hanya
relevan secara historis, tetapi juga memiliki nilai konseptual dan
praktis. Pemahaman yang komprehensif terhadap latar belakang dan
dinamika perkembangan Peradilan TUN diharapkan dapat
memberikan landasan teoritis yang kuat dalam menganalisis
kewenangan, fungsi, serta tantangan Peradilan TUN dalam menjamin
perlindungan hukum bagi warga negara dan mewujudkan
pemerintahan yang berlandaskan hukum (Harahap, 2014).

Sejarah Perkembangan Peradilan TUN di Indonesia

Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia merupakan hasil dari
proses perkembangan hukum yang panjang dan bertahap, seiring
dengan meningkatnya kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan
dan tuntutan perlindungan hukum bagi warga negara. Kewenangan
administrasi negara yang semakin luas dalam kerangka negara hukum
menimbulkan kebutuhan akan mekanisme pengawasan yudisial
terhadap tindakan dan Kkeputusan pejabat pemerintahan. Pada
awalnya, kebutuhan tersebut hanya berkembang dalam tataran
konseptual dan wacana akademik, sebelum akhirnya memperoleh
bentuk yuridis melalui pembentukan peradilan administrasi yang
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berdiri sendiri. Perjalanan Peradilan TUN tidak berhenti pada
pembentukannya secara normatif, melainkan terus mengalami
penguatan dan penyesuaian seiring perubahan sistem
ketatanegaraan, khususnya pasca reformasi. Dinamika tersebut
tercermin dalam perluasan kewenangan, penyempurnaan hukum
acara, serta perkembangan praktik peradilan yang semakin
menegaskan peran Peradilan TUN sebagai instrumen pengendalian
kekuasaan pemerintahan dan perlindungan hak warga negara.
1. Perkembangan Gagasan Peradilan Administrasi Pra-Undang-
Undang Peradilan TUN
Gagasan mengenai peradilan administrasi di Indonesia tidak dapat
dilepaskan dari perkembangan konsep negara hukum yang
menempatkan hukum sebagai sarana pembatasan kekuasaan
pemerintahan. Sejak awal kemerdekaan, para perancang sistem
ketatanegaraan  Indonesia  telah  mengakui pentingnya
perlindungan hukum terhadap warga negara dari tindakan
pemerintah. Pengakuan Indonesia sebagai negara hukum
sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945
mengandung konsekuensi bahwa setiap tindakan pemerintahan
harus tunduk pada hukum dan dapat diuji melalui mekanisme
yudisial. Namun, dalam praktiknya, belum tersedia lembaga
peradilan khusus yang secara spesifik menangani sengketa antara
warga negara dan pemerintah dalam bidang administrasi negara
(Herlambang, 2024).

Dominasi  kekuasaan eksekutif pada masa awal
penyelenggaraan negara menyebabkan perlindungan hukum
terhadap warga negara masih sangat terbatas. Penyelesaian
sengketa yang melibatkan tindakan administrasi pemerintahan
pada umumnya disalurkan melalui peradilan umum, meskipun
karakter sengketanya berbeda dengan sengketa perdata maupun
pidana. Peradilan umum tidak dirancang untuk menguji keabsahan
keputusan administratif yang bersifat sepihak, konkret, dan
individual. Keterbatasan tersebut menimbulkan ketidakpastian
hukum serta lemahnya posisi warga negara ketika berhadapan
dengan pejabat administrasi negara (Lotulung, 2013).
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Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu pilar
penting dalam konstruksi negara hukum modern. Kehadirannya tidak
hanya dimaksudkan sebagai forum penyelesaian sengketa antara
warga negara dan pemerintah, tetapi juga sebagai instrumen
konstitusional untuk menjamin supremasi hukum atas tindakan
administrasi negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, PTUN
memiliki fungsi strategis sebagai mekanisme kontrol yudisial
terhadap penggunaan kewenangan oleh organ pemerintahan,
sehingga setiap tindakan administrasi harus tunduk pada prinsip
legalitas dan perlindungan hak warga negara (Asshiddiqie, 2006).

Secara teoretis, eksistensi peradilan administrasi berakar pada
gagasan negara hukum (rechtstaat) yang menempatkan hukum
sebagai pembatas kekuasaan. Konsep ini menegaskan bahwa tindakan
pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pengawasan yudisial
sebagai bentuk jaminan terhadap kemungkinan terjadinya
penyalahgunaan wewenang (abuse of power) (Hadjon, 1987). Dalam
perspektif hukum administrasi, pengawasan yudisial tersebut
menjadi instrumen utama dalam menjamin perlindungan hukum bagi
warga negara terhadap tindakan pemerintah (Indroharto, 1993).

Negara hukum yang demokratis menuntut agar kekuasaan
eksekutif tidak hanya efektif dalam menjalankan fungsi pemerintahan,
tetapi juga akuntabel dan dapat diuji secara hukum. Oleh karena itu,
keberadaan peradilan administrasi menjadi salah satu indikator
penting kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan (good
governance) (Bagir Manan, 2004). Dalam konteks ini, PTUN berfungsi
sebagai mekanisme Kkorektif yang memastikan bahwa setiap
keputusan dan tindakan administrasi negara selaras dengan prinsip
legalitas serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (Ridwan HR,
2018).

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, dinamika peran PTUN
mengalami perkembangan signifikan, khususnya pasca-reformasi dan
perubahan konstitusi. Perluasan ruang lingkup pengujian melalui
Undang-Undang  Administrasi Pemerintahan = mencerminkan
transformasi paradigma dari pengujian formal terhadap keputusan
tata usaha negara menuju pengujian substansial terhadap tindakan
pemerintahan (Marbun, 2011). Perkembangan tersebut memperkuat
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posisi PTUN dalam sistem peradilan nasional sebagai pengawal
legalitas tindakan administrasi sekaligus penjaga keseimbangan
hubungan antara negara dan warga negara (Sutiyoso, 2017).

Meskipun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, baik
dalam aspek harmonisasi regulasi, pelaksanaan putusan, maupun
batas kewenangan pengujian terhadap diskresi dan kebijakan publik.
Tantangan tersebut memerlukan refleksi teoretis dan evaluasi praktis
terhadap kedudukan serta fungsi PTUN dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia. Tanpa penguatan yang berkelanjutan, peran PTUN sebagai
pengawal legalitas administrasi negara berpotensi tidak optimal
(Rachman, 2019).

Bab ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Peradilan Tata
Usaha Negara dalam perspektif teori negara hukum dan praktik
ketatanegaraan Indonesia. Pembahasan akan diawali dengan
landasan konseptual mengenai peradilan administrasi dalam sistem
negara hukum, dilanjutkan dengan analisis perkembangan normatif
dan praktik kelembagaan, serta diakhiri dengan evaluasi kritis
terhadap tantangan dan arah penguatan PTUN dalam sistem peradilan
nasional. Dengan pendekatan tersebut, bab ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi konseptual dalam memperkaya diskursus
hukum administrasi negara serta mempertegas posisi PTUN sebagai
institusi penjaga legalitas tindakan pemerintahan (Hadjon, 1987;
Ridwan HR, 2018).

Dasar Konstitusional Peradilan Tata Usaha Negara dalam
Sistem Peradilan Nasional

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai salah satu lingkungan
peradilan di Indonesia memiliki dasar konstitusional yang kuat dalam
struktur ketatanegaraan. Keberadaannya tidak semata-mata
merupakan kebijakan legislasi biasa, melainkan merupakan
konsekuensi langsung dari prinsip negara hukum sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum (rechtstaat)
mengandung makna bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara harus
didasarkan pada hukum, dibatasi oleh hukum, serta dapat diuji

Siti Mastoah m




Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Nasional

Daftar Pustaka

Anggono, B. D. (2018). Independensi kekuasaan kehakiman dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Konstitusi, 15(3), 497-
520.

Asshiddigqie, ]J. (2006). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia.
Konstitusi Press.

Dr. Hardi Wasono, MTP dkk. (2019). Teori Administrasi (Vol. 1).
Semarang, Jawa Tengah, Indonesia: Universitas Diponegoro.

DR. Jetty Erna Hilda Moekat, M. (2003). Hukum Administrasi Negara
(Vol. 1). (T. Media, Ed.) Surakarta, Jawa Tengah: CV. Tahta Media.
Dr. Muhamad Sawir, S. M. (2020). Birokrasi Pelayanan Publik (Konsep,
Teori dan Aplikasi) (1 ed.). Yogyakarta, DIY Yogyakarta, Jawa

Tengah: Deepublish.

Dr. Sahya Anggara, M. (2018). Hukum Administrasi Negara (Vol. 1).
Bandung, Jawa Barat, Indonesia: PT. Pustaka Setia.

Dr. Yusri Munaf, S. M. (2016). Hukum Administrasi Negara (Vol. 1). (E.
Chaidir, Ed.) Pekanbaru, Kepulauan Riau, Indonesia: Marpoyan
Tujuh.

Efi Yulistyowati, E. P. (2016, Desember). PENERAPAN KONSEP TRIAS
POLITICA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK
INDONESIA DALAM UUD 1045 SEBELUM DAN SESUDAH
AMANDEMEN. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 18(2).

Fakhrudin Razie, S. M. (2009). Hukum Admiistrasi Negara (Vol. 1).
Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia: CV Pena Persada.

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia:
Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh
pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, dan pembentukan
peradilan administrasi negara. Bina Ilmu.

Haryanto, A. T. (2007, Oktober). Upaya menciptakan birokrasi yang
efisien, inovatif, responsif, dan akuntabel. jurnal Ekonomidan
Kewirausahaan, 7(2), 160-171.

HR, R. (2018). Hukum administrasi negara (Edisi revisi). Rajawali
Pers.

Huda, N. (2015). Hak wuji materiil Mahkamah Agung terhadap
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Jurnal
Hukum IUS QUIA IUSTUM, 22(4), 567-589.

Indroharto. (1993). Usaha memahami Undang-Undang tentang

Siti Mastoah




Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Nasional

Peradilan Tata Usaha Negara (Buku I-II). Pustaka Sinar Harapan.

Manan, B. (2004). Teori dan politik konstitusi. FH UII Press.

Marbun, S. F. (2011). Peradilan administrasi negara dan upaya
administratif di Indonesia. UII Press.

Marzuki, P. M. (2013). Karakter hukum administrasi negara dalam
sistem peradilan Indonesia. Yuridika, 28(2), 135-152.

Rachman, F. (2019). Perluasan objek sengketa tata usaha negara pasca
Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jurnal RechtsVinding,
8(2), 211-230.

Susanto, A. F. (2019). Ilmu hukum non-sistematik: Fondasi filsafat
pengembangan ilmu hukum Indonesia. Genta Publishing.

Sutiyoso, B. (2017). Pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha
Negara dan problem efektivitasnya. Jurnal Media Hukum, 24(1),
45-60.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara.

Utrecht. (1985). Pengantar hukum administrasi negara Indonesia.
Pustaka Sinar Harapan.

Wicaksono, D. A. (2020). Asas-asas umum pemerintahan yang baik
dalam pengujian keputusan administrasi negara. Jurnal Hukum &
Pembangunan, 50(3), 512-530.

Yulistyowati, E. (2016). Konstitusionalisme dan demokrasi. Setara
Press.

Siti Mastoah



Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Nasional

PROFIL PENULIS

Siti Mastoah, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu
administrasi dipengaruhi faktor keluarga
yang bekerja di lingkungan kantor dengan
aktivitas keseharian di bidang
administrasi, dimulai tahun 1994 sejak
lulus SMAN 20 Kota Bandung, ikut magang,
bekerja part-time, dan bekerja tetap
sebagai tenaga administrasi di kantor
Rektorat Universitas Padjadjaran sambil
mengikuti sekolah Diploma 3 Ilmu Komputer Perkantoran di LPK
Padjadjaran dan menimba ilmu dengan kekhususan kajian pada
Hukum Tata Negara di S1 Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
hingga menyelesaikan studi pada tahun 2004. Setelah bekerja dan
menjadi PNS, mengikuti mutasi, ikut serta dalam tugas suami sebagai
anggota TNI di beberapa daerah, dan berpindah-pindah kantor,
penulis aktif di berbagai kegiatan dan diklat di bidang administrasi,
pelatihan hukum, legal drafting, menjadi narasumber, dan mewakili
Universitas Negeri Jakarta di beberapa event kegiatan di Kementerian
Pendidikan Kebudayaan, BKN, LAN, Pusdiklat, dan lainnya sambil
menyelesaikan studi S2 di Prodi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana
Universitas Jaya Baya Jakarta, dan saat ini sedang menyelesaikan studi
S3 Hukum di Universitas Nasional.

Penulis mempunyai pengalaman menjabat sebagai pejabat
struktural di Universitas Negeri Jakarta selain berkarir sebagai dosen
di Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta bidang kajian Hukum
Administrasi Negara hingga saat ini. Beberapa penelitian dan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan didanai oleh
internal perguruan tinggi maupun mandiri. Penulis bersama rekan
sejawat terlibat dalam seminar nasional dan internasional, penulisan
jurnal, paper, dan naskah akademik, serta dokumen tata kelola
universitas lainnya. Harapan penulis dapat berbagi pengalaman dan
memberikan kontribusi positif dan kebermanfaatan.

Email Penulis: sitimastoah@civitas.unas.ac.id

Siti Mastoah


mailto:sitimastoah@civitas,unas.ac.id

BAB 5
PERBEDAAN HUKUM
ACARA TATA USAHA

NEGARA DENGAN

HUKUM ACARA
PERDATA DAN PIDANA

Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya




Perbedaan Hukum Acara Tata Usaha Negara Dengan Hukum Acara Perdata dan Pidana

Pendahuluan

Dalam sistem peradilan di Indonesia, hukum acara memiliki
diferensiasi yang tegas sesuai dengan karakter dan objek sengketa
yang diperiksa. Dalam sistem peradilan di Indonesia dikenal asas
kebebasan hakim atau kebebasan peradilan, dalam arti hakim bebas
atau bebas untuk mengadili (Mertokusumo 1997:5). Sebagai negara
hukum, Indonesia menjamin warga negaranya untuk mendapatkan
keadilan yang sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan
kehakiman dengan perantara peradilan (Sulistiyono 2018).

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menegaskan kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut
kemudian diatur lebih lanjut dalam ketentuan kekuasaan kehakiman.
Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi. Dalam sistem peradilan di Indonesia terdapat
ketentuan pembagian sebagai berikut:

[ Kekuasaan Kehakiman ]
1

[ [ | A
(Peram}an Umum] (Peradilan Agama} [Peramlan Militer [Peradilan Tata Usaha Negara]

I | I |

[Pengadilan Tinggi] [Pengadﬂan Tinggl Agama] [Pengadilan Militer mggi] [Pengadllan Tinggi Tata Usaha Negara)

| | | |

[Pengadllan Negerl) (Pengadllan Agama) (Pengadllan I\Illlrer] [Pengadllan "lata Usaha Negara]

Gambar 5.1: Kekuasaan Kehakiman
Sumber: diolah penulis (2026)
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Setiap peradilan memiliki kekhususan dan karakteristik yang
berbeda satu dengan yang lain, salah satunya hukum acara/hukum
formil di masing-masing peradilan. Oleh karenanya, dalam bab ini
pembahasan berfokus pada perbedaan hukum acara tata usaha negara
(TUN) dengan hukum acara perdata dan hukum acara pidana.

Perbedaan dari Aspek Filosofis dan Karakter Sengketa
Secara filosofis, Hukum Acara TUN lahir dari prinsip negara hukum
(rechtstaat) yang menempatkan pemerintah sebagai subjek yang
dapat dikontrol oleh hukum. Esensinya adalah pengawasan yudisial
terhadap tindakan administrasi pemerintahan. Sengketa TUN bersifat
vertikal karena melibatkan relasi antara warga negara dan organ
pemerintahan (pejabat tata usaha negara). Fungsi utama peradilan
TUN adalah menguji legalitas suatu keputusan administrasi negara
(keputusan tata usaha negara/KTUN), bukan menilai aspek
kebijakannya.

Sebaliknya, Hukum Acara Perdata berakar pada perlindungan
hak-hak privat antar subjek hukum yang kedudukannya setara
(Khasanah et al. 2025). Sengketa yang timbul biasanya berkaitan
dengan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, sengketa hak
kebendaan, atau hubungan kontraktual lainnya. Hubungan hukum
yang diperiksa bersifat horizontal.

Adapun Hukum Acara Pidana berorientasi pada perlindungan
kepentingan umum dan penegakan ketertiban masyarakat. Negara
melalui penuntut umum bertindak sebagai pihak dominan yang
menuntut seseorang atas dugaan pelanggaran hukum pidana. Dengan
demikian, karakter sengketa pidana bukan sekadar konflik antar
individu, melainkan pelanggaran terhadap norma hukum publik yang
berdimensi sosial serta berorientasi pada kepentingan umum.

Perbedaan Sumber Hukum

Sumber hukum acara TUN ada pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu terdapat sumber
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Pendahuluan

Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) adalah salah satu pilar
penegakan hukum administrasi dalam sistem ketatanegaraan di
Indonesia. Keberadaannya tidak terlepas dari konsep rechtstaat yang
menempatkan peradilan administrasi sebagai unsur penting negara
hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl, bahwa
salah satu unsur negara hukum adalah adanya peradilan administrasi
dalam perselisihan (Ridwan, 2018). Kedudukannya secara
konstitusional telah diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, bahwa
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-
badan peradilan di bawahnya, termasuk lingkungan Peratun (Undang-
undang Dasar 1945, 1945).

Menurut pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, kedudukan Peratun sebagai salah satu
pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan cabang (lingkungan)
peradilan yang berdiri sendiri, terpisah dari peradilan umum,
peradilan militer, dan peradilan agama. Peradilan Tata Usaha Negara
(Peratun) berpuncak pada Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan
tertinggi. Peratun, secara Kkonstitusional maupun organisatoris
hirarkis dan struktural, bukanlah sebagai organ pengadilan khusus.
Kriteria pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai
kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan
badan peradilan yang berada di bawah MA. Pengadilan khusus antara
lain adalah Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi
Manusia (HAM), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan Pengadilan Perikanan,
yang masing-masing pengadilan tersebut berada di lingkungan
Peradilan Umum. Sedangkan, Pengadilan Pajak merupakan satu-
satunya pengadilan khusus di lingkungan Peradilan TUN (Mailinda
Eka Yuniza, 2025).

Kompetensi absolut merupakan kewenangan mutlak pengadilan
untuk memeriksa perkara berdasarkan jenis atau materi sengketa
yang diatur oleh undang-undang. Batasannya didasarkan pada
lingkungan peradilan umum dan khusus. Eksepsi ini dapat diajukan
setiap saat hingga sebelum putusan, dan hakim wajib menghentikan
pemeriksaan jika perkara yang diterima bukan wewenangnya.

Shinta Hadiyantina

105



Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi Negara

Kompetensi absolut menurut Yahya Harahap adalah: Pertama,
didasarkan pada lingkup kewenangan; Kedua, masing-masing
lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu (diversity
jurisdiction); Ketiga, kewenangan tertentu tersebut melahirkan
kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan
sesuai dengan subject matter of jurisdiction; dan Keempat, masing-
masing lingkungan peradilan terbatas berwenang mengadili kasus
yang menurut undang-undang ditujukan padanya (M. Yahya Harahap,
2017). Kompetensi absolut dalam konteks Peratun berkaitan
langsung dengan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha
Negara (KTUN) yang menjadi pangkal sengketa antara warga
masyarakat dengan badan dan/atau pejabat tata usaha negara (S.F.
Marbun, 2011).

Dinamika hukum yang terjadi sejak diundangkannya Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(UU AP) telah membawa pergeseran signifikan terhadap kompetensi
absolut PTUN (Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, 2014). Pergeseran ini tidak sekadar
bersifat kuantitatif dalam arti bertambahnya objek sengketa,
melainkan juga bersifat kualitatif karena mengubah paradigma dasar
kewenangan PTUN yang semula sangat terbatas pada beschikking
(keputusan tertulis) menjadi mencakup pula tindakan administrasi
pemerintahan dan tindakan faktual (Ridwan, 2018).

Kompetensi Absolut PTUN dalam Kerangka UU Peratun
Sebelum berlakunya UU AP, kompetensi absolut PTUN diatur secara
ketat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU Peratun). Pasal 47 UU
Peratun menyatakan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
Sengketa tata usaha negara sendiri, berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU
Peratun, adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara
antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat
tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat
dikeluarkannya KTUN.
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Kompetensi Relatif Peradilan Tata Usaha Negara

Pendahuluan

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu instrumen
penting dalam sistem hukum Indonesia yang berfungsi memberikan
perlindungan hukum terhadap warga negara dari tindakan
pemerintahan yang diduga melanggar hukum. Keberadaan PTUN
menegaskan prinsip negara hukum (rechtstaat) yang menempatkan
kekuasaan pemerintahan di bawah kontrol hukum, khususnya melalui
mekanisme pengujian terhadap keputusan tata usaha negara (KTUN)
(Philipus, 2025).

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah mekanisme
yudisial yang dibuat untuk menguji keabsahan dari sebuah tindakan
yang dilakukan oleh pemerintah. Tempat dimana peradilan tata usaha
negara dijalankan disebut dengan Pengadilan Tata Usaha Negara
(vang selanjutnya disebut dengan PTUN). Keberadaan PTUN tidak
hanya berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa antara warga
negara dengan badan atau pejabat administrasi negara, namun juga
sebagai alat kontrol yang sah terhadap penggunaan kewenangan yang
dimiliki oleh pejabat tata usaha negara agar sesuai dan tetap berada
dalam koridor asas-asas umum pemerintahan yang baik dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks
tersebut, maka pengaturan mengenai kompetensi pengadilan
memiliki peran penting untuk menentukan legitimasi proses
pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan keputusan tata usaha
negara sebagai obyek sengketa dalam sistem peradilan tata usaha
negara.

Dalam teori hukum acara, kompetensi pengadilan dibedakan
menjadi kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi
absolut berkaitan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangan
suatu lingkungan peradilan, sedangkan kompetensi relatif berkaitan
dengan pembagian kewenangan mengadili antar pengadilan dalam
lingkungan peradilan yang sama berdasarkan wilayah hukum
(Indroharto, 1993). Konsep ini juga ditemukan dalam undang-undang
yang mengatur dengan jelas tentang pembagian kompetensi absolut
dan kompetensi relatif atau fungsi atas pembagian kekuasaan antar
badan peradilan atau fungsi atas pengaturan pembagian kekuasaan
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antar pengadilan serupa (Sunarto, 2019). Meskipun secara konseptual
kompetensi relatif sering dianggap sebagai aspek teknis, dalam
praktik peradilan tata usaha negara, kompetensi relatif memiliki
implikasi yang cukup penting dikarenakan berkaitan langsung dengan
akses terhadap keadilan itu sendiri.

Kesalahan dalam menentukan kompetensi relatif tidak jarang
berujung pada putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat
diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard (atau disebut juga dengan
NO), yang berarti pokok perkara belum atau tidak diperiksa secara
substantif namun gugatan tersebut tidak diterima dikarenakan ada
cacat secara formil (Sunarto, 2019). Kondisi ini dapat mengakibatkan
kerugian bagi pencari keadilan, terutama jika sengketa tata usaha
negara tersebut menyangkut hak-hak administratif yang memiliki
dampak ekonomi atau sosial yang besar. Oleh karenanya, kompetensi
relatif tidak dapat dipandang semata-mata sebagai aspek prosedural
saja, namun juga sebagai bagian yang tidak kalah penting dalam
proses mencari keadilan pada sengketa tata usaha negara.

Perkembangan administrasi pemerintahan modern, termasuk
desentralisasi dan digitalisasi, telah turut memengaruhi struktur
kewenangan dan praktik pengambilan keputusan tata usaha negara,
sehingga menimbulkan tantangan baru dalam aspek yurisdiksi
peradilan tata usaha negara. Perkembangan regulasi yang mengatur
secara parsial mengenai keputusan tata usaha negara dan juga
digitalisasi turut membuat kompetensi relatif tidak hanya
mendiskusikan tentang PTUN manakah yang berwenang mengadili,
tetapi juga harapan mengenai terobosan hukum turut menjadi hal
yang relevan untuk didiskusikan. Misalnya, dalam hal kewenangan
penerbitan izin, setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja,
beberapa jenis izin beralih kewenangan penerbitannya yang semula
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kemudian beralih ke Pemerintah
Pusat. Secara logika hukum, pihak yang menerbitkan izin tersebut
adalah pihak yang berpotensi menjadi tergugat dalam sengketa tata
usaha negara, namun dalam perkembangannya, tergugat bukan lagi
pihak yang menerbitkan izin tersebut, akan tetapi beralih kepada
pihak yang memiliki kewenangan berdasarkan perubahan peraturan
perundang-undangan.
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Dengan demikian, kajian mendalam mengenai kompetensi relatif
PTUN menjadi penting tidak hanya untuk memahami kerangka
normatifnya, tetapi juga untuk mengevaluasi kecukupan konsep
tersebut dalam menjawab dinamika hukum administrasi
kontemporer.

Dalam tulisan ini, penulis ingin mendiskusikan secara ringkas
tentang beberapa persoalan kontemporer yang berkaitan dengan
kompetensi relatif PTUN, di antaranya adalah bagaimana konsep dan
kedudukan kompetensi relatif dalam sistem hukum acara PTUN dan
bagaimana pengaturan normatif dan rasionalitas pembentukannya
dalam peraturan perundang-undangan? Serta Bagaimana tantangan
dan arah pembaruan konsep kompetensi relatif di masa depan?

Tujuan pembahasan ini adalah untuk memberikan analisis
komprehensif mengenai kompetensi relatif PTUN dari perspektif
konseptual, normatif, dan praktis. Secara akademik, kajian ini
berkontribusi terhadap pengembangan literatur hukum acara
peradilan tata usaha negara dan menjadi tambahan diskusi dalam
ruang-ruang akademik. Secara praktis, hasil analisis diharapkan dapat
menjadi rujukan bagi praktisi hukum dalam menentukan forum yang
tepat serta meminimalkan kesalahan prosedural.

Kerangka Konseptual Kompetensi Relatif

1. Hakikat Kompetensi Relatif dalam Sistem Peradilan
Kompetensi relatif pada hakikatnya merupakan metode
pembagian beban perkara dalam satu lingkungan peradilan. Dalam
teori organisasi peradilan, pembagian kewenangan secara
geografis diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan
pemerataan akses terhadap layanan peradilan itu sendiri. Tanpa
pembagian kompetensi relatif, maka akan timbul potensi
ketidakpastian forum serta penumpukan perkara di satu
pengadilan tertentu. Dalam konteks PTUN, kompetensi relatif
memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan jenis
peradilan yang lain karena objek sengketa dalam ranah peradilan
tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara yang
memiliki dimensi kewenangan publik. Oleh karenanya, penentuan
pengadilan tidak semata-mata didasarkan pada lokasi pihak
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Posisi KTUN dalam Hukum Administrasi dan Peradilan TUN

1. Hubungan KTUN dengan Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara (HAN) pada hakikatnya mengatur
hubungan hukum antara penyelenggara administrasi negara
(pemerintah) dengan warga masyarakat dalam rangka
penyelenggaraan urusan pemerintahan. Di dalam hubungan
tersebut, pemerintah memerlukan instrumen-instrumen yuridis
(instrumenten van het overheidshandelen) guna mewujudkan
kehendaknya secara sepihak dalam ranah publik. Salah satu
instrumen yuridis terpenting adalah Keputusan Tata Usaha Negara
(KTUN), yang dalam tradisi Hukum Administrasi Belanda dikenal
dengan istilah beschikking, dalam tradisi Prancis disebut acte
administratif, dan dalam tradisi Jerman disebut Verwaltungsakt
(Ridwan HR, 2014). Kedudukan KTUN sebagai instrumen
pemerintahan menjadikannya sekaligus sebagai titik temu hukum
antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga masyarakat,
karena melalui KTUN-lah pemerintah mengkonkretkan norma
peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan abstrak
ke dalam keputusan yang bersifat konkret, individual, dan final
bagi seseorang atau badan hukum perdata tertentu (Hadjon, P. M,,
2007).

Ridwan HR menjelaskan bahwa hukum administrasi negara
berkaitan erat dengan kekuasaan dan kegiatan penguasa; ketika
negara dipandang sebagai organisasi kekuasaan
(machtenorganisatie), maka HAN muncul sebagai instrumen untuk
mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintah. Dalam kerangka
ini, KTUN menempati posisi sentral karena merupakan bentuk
konkret pelaksanaan wewenang pemerintahan yang paling sering
bersentuhan langsung dengan kepentingan warga negara. Setiap
kali pejabat atau badan TUN mengeluarkan izin, menerbitkan
sertifikat, mengangkat atau memberhentikan pegawai,
menetapkan pajak, atau menolak suatu permohonan, ia
sesungguhnya tengah mengeluarkan KTUN sebagai perwujudan
tindakan hukum publik sepihak yang didasarkan pada kewenangan
istimewa (bijzondere macht) yang melekat pada jabatannya
(Hadjon, P. M,, et al., 2015).
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2. KTUN Sebagai Obyek Sengketa TUN

Berdasarkan sistem hukum Indonesia, hubungan antara
pemerintah dan warga masyarakat yang diperantarai oleh KTUN
berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ketika seseorang
atau badan hukum perdata merasa dirugikan oleh suatu KTUN, ia
berhak menggugat keputusan tersebut di Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN). Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan sengketa TUN sebagai
“sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara
orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata
usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara.”
Dengan demikian, KTUN merupakan obyek utama (litis object)
dalam sengketa di PTUN (Indroharto, 2004).

Mengapa hanya KTUN dan keputusan administratif tertentu
yang dapat digugat di PTUN? Jawabannya terletak pada
kompetensi absolut peradilan TUN yang sejak semula didesain
untuk menguji keabsahan (rechtmatigheid) keputusan-keputusan
pejabat pemerintahan, bukan untuk menyelesaikan sengketa
perdata biasa atau perkara pidana (Riza, D, 2018). Pasal 53 ayat (2)
UU No. 9 Tahun 2004 menegaskan bahwa KTUN dapat digugat
apabila: (a) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku; dan/atau (b) bertentangan dengan Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik (AUPB). Kedua tolok ukur inilah yang
menjadi dasar pengujian materiil KTUN oleh hakim PTUN,
sekaligus menjadi instrumen perlindungan hukum
(rechtsbescherming)  bagi warga  masyarakat terhadap
kemungkinan penyalahgunaan wewenang atau tindakan
sewenang-wenang oleh pemerintah (Hadjon, 2007).

Tujuan perlindungan hukum melalui mekanisme sengketa
TUN di PTUN pada dasarnya bersifat ganda. Pertama, melindungi
hak-hak individu warga masyarakat yang terlanggar oleh KTUN
yang cacat hukum, baik cacat wewenang, cacat prosedur, maupun
cacat substansi. Kedua, menjaga agar pemerintahan tetap berjalan
sesuai dengan prinsip negara hukum (rechtsstaat) dan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance), sehingga setiap
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tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
(Indroharto, 2004). Keberadaan PTUN sebagai lembaga pengawas
eksternal terhadap KTUN dengan demikian merupakan
konsekuensi logis dari dianutnya konsep negara hukum di
Indonesia sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI
1945.

. Pengertian KTUN Berdasarkan Para Ahli

Untuk memahami konsep KTUN secara utuh, perlu ditelaah
pandangan-pandangan para ahli hukum administrasi yang menjadi
pijakan doktriner.

E. Utrecht mendefinisikan beschikking (keputusan) sebagai
“suatu perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan
oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan sesuatu kekuasaan
istimewa” (Utrecht, E, (1986). Rumusan ini menekankan tiga
aspek: sifat hukum publiknya, sifat sepihak (eenzijdig), dan dasar
kewenangan istimewa yang membedakan keputusan pemerintah
dari tindakan hukum perdata biasa.

W.F. Prins merumuskan keputusan sebagai “suatu tindakan
hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh
alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau
organ itu." Definisi Prins mempertegas bahwa sumber legitimasi
keputusan bukan semata kekuasaan faktual, melainkan wewenang
hukum (bevoegdheid) yang diatribusikan atau didelegasikan oleh
peraturan perundang-undangan.

Indroharto menjelaskan bahwa beschikking merupakan
“tindakan hukum yang dilakukan alat-alat pemerintahan, berupa
pernyataan kehendak mereka dalam menyelenggarakan hal
khusus, dengan maksud mengadakan perubahan dalam lapangan
hubungan hukum” (Indroharto. 2004). Pandangan ini
menambahkan unsur pernyataan kehendak dan tujuan
mengadakan perubahan hubungan hukum sebagai esensi
keputusan.

Philipus M. Hadjon dkk., dalam konteks keabsahan KTUN,
menekankan bahwa keputusan harus memenuhi syarat materiil
dan formil: organ pemerintahan yang membuat keputusan harus
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Dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara, penentuan objek sengketa
merupakan titik masuk utama bagi berfungsinya mekanisme kontrol
yudisial terhadap keberlakuan KTUN yang dapat merugikan hak
warga negara. Melalui penentuan objek sengketa inilah ditentukan
apakah suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat pemerintahan
berada dalam ruang lingkup kewenangan PTUN untuk diuji lebih
lanjut. Sebelum menilai pokok perkara, Ketua Pengadilan dalam
proses dismissal memutuskan dalam suatu penetapan apakah gugatan
diterima atau tidak diterima, termasuk kategori objek sengketa KTUN
sebagaimana ditentukan oleh UU PTUN. Jika objek yang disengketakan
tidak memenuhi kualifikasi sebagai keputusan atau tindakan
pemerintahan yang dapat diuji di PTUN, maka pengadilan wajib
menyatakan gugatan tidak diterima.

Pengecualian objek sengketa TUN berhubungan dengan ruang
lingkup kewenangan absolut PTUN. Semakin banyak pengecualian
objek sengketa TUN, maka semakin sempit kompetensi absolut PTUN,
demikian sebaliknya. Lebih lanjut dalam Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, diatur bahwasannya yang dikecualikan atau yang tidak
termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara antara lain
sebagai berikut:

Keputusan Tata Usaha Negara yang Merupakan Perbuatan
Hukum Perdata

Ketentuan penjelasan Pasal 2 huruf a UU PTUN mengatur bahwa
“Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum
perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang
dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang
didasarkan pada ketentuan hukum perdata." Dalam rangka untuk
melaksanakan fungsinya, pemerintah melakukan tindakan atau
perbuatan yang bersifat hukum dan non-hukum, yang mana dalam
konsep hukum administrasi negara dikenal dengan istilah tindakan
pemerintahan atau perbuatan pemerintahan (bestuurenhandelingen).
Pembedaan ini diperlukan karena tidak setiap perbuatan
pemerintahan berada dalam ranah hukum administrasi negara,
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melainkan sebagian di antaranya tunduk pada rezim hukum perdata
ketika pemerintah bertindak sebagai subjek hukum privat. Oleh sebab
itu, penentuan karakter hukum dari suatu perbuatan hukum
pemerintah menjadi penting untuk menentukan apakah sengketa
yang timbul berada dalam kompetensi absolut PTUN atau justru
menjadi kewenangan peradilan umum.

Utrecht menyebut bahwa perbuatan pemerintah adalah berbagai
perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah yang berfungsi sebagai
upaya penyelenggaraan Kkepentingan umum; hal ini termasuk
perbuatan pembentukan peraturan, ketetapan, maupun perjanjian,
yang mana hal ini termasuk perbuatan hukum bersegi satu dan
bersegi dua (Asmara et al.,, 2025). Sudikno Mertokusumo menyebut
bahwa perbuatan pemerintah merupakan perbuatan yang dilakukan
oleh badan atau pejabat tata usaha negara atas nama negara yang
berdasarkan sifatnya hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja
(Mertokusumo, 2014). Muchsan mengemukakan bahwa suatu
perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pemerintah
apabila memenuhi sejumlah kriteria tertentu, antara lain (Muchsan,
1981):

1. Perbuatan tersebut dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam
kapasitasnya sebagai pemegang kewenangan publik dan sebagai
bagian dari organ perlengkapan negara (bestuurenorganen).

2. Perbuatan diselenggarakan berdasarkan kerangka
penyelenggaraan fungsi pemerintahan.

3. Perbuatan ditujukan untuk instrumen yang menimbulkan akibat
hukum.

4. Perbuatan yang dilakukan berorientasi pada perlindungan
kepentingan negara dan masyarakat.

Utrecht membagi perbuatan pemerintah menjadi dua, yakni
perbuatan hukum (rechtshandelingen) dan perbuatan nyata
(feitelijkehandelingen), kemudian perbuatan hukum terbagi atas
perbuatan hukum publik dan perbuatan hukum privat (Utrecht,
1985). Dengan kerangka tersebut, badan atau pejabat TUN dalam
melaksanakan fungsi pemerintahan berkedudukan sebagai badan
hukum publik sekaligus badan hukum perdata. Pejabat TUN yang akan
melakukan perbuatan hukum perdata selalu didahului dengan
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Wewenang Pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan terwujud dari pemberian wewenang
yang diberikan undang-undang kepada penyelenggara pemerintahan.
Tanpa suatu wewenang yang diberikan undang-undang,
penyelenggara negara tidak dapat melakukan suatu perbuatan. Oleh
sebab itu penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk realisasi
perintah undang-undang tidak dapat dipisahkan dari wujud asas
legalitas yang melingkupi hukum tata pemerintahan. Indonesia
sebagai negara hukum menunjukkan orientasi penerapan asas
legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat
dipisahkan.

Dalam literatur Prancis penerapan asas legalitas yang melandasi
setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara dikenal dengan
istilah le principe de la legalite de 'administration; di Jerman disebut
Gesetzmassigkeit der Verwaltung. Di Inggris dikenal dengan bagian
dari rule of law. Oleh sebab itu asas dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2)
Undang-undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara mengatur bahwa setiap wewenang harus diberikan
penyelenggara pemerintahan dilandasi oleh suatu peraturan
perundang-undangan dengan pembatasan tertentu dan tujuan
tertentu (asas spesialitas). Asas legalitas yang melandasi wewenang
penyelenggara pemerintahan untuk melakukan tindakan atau
perbuatan dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan kesamaan
perlakuan oleh pemerintah, oleh karena setiap peraturan bersifat
umum dan mengikat bagi semua warga negara, sehingga penerapan
suatu peraturan seharusnya tidak diskriminatif (Indroharto,
1991:59).

Menurut H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt (1954:41),
sebenarnya kedudukan asas legalitas pada awalnya dianut dalam
proses penarikan pajak oleh negara terhadap wajib pajak; oleh karena
itu, sebuah ungkapan yang cukup dikenal di Inggris, ‘tidak ada
penarikan pajak tanpa adanya suatu representasi atau persetujuan
parlemen (no taxation without representation of parliament). Begitu
pula di Amerika Serikat berlaku ungkapan yang menegaskan betapa
pentingnya dasar hukum penarikan pajak oleh negara, yakni, pajak
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tanpa disertai persetujuan adalah perampokan (taxation without
representation is robbery). Hal ini dapat dimaknai bahwa untuk
melakukan penarikan pajak oleh negara kepada wajib pajak hanya
dibolehkan apabila setelah ditentukan dasar hukum penarikan pajak
dalam bentuk undang-undang (Aminuddin IImar, 2013:105).

Oleh karena itu pemerintah sebagai penyelenggara negara dan
sebagai pelaksana dari suatu undang-undang, setiap perintah
penyelenggara pemerintahan yang dibebankan kepada rakyat
senantiasa didasarkan pada ketentuan undang-undang sehingga tidak
menimbulkan kesewenang-wenangan, kemutlakan pemerintah harus
melakukan tindakan atau perbuatan didasarkan kepada adanya
ketentuan undang-undang lebih dahulu hampir sama dengan
ketentuan asas legalitas dalam hukum pidana yang menunjukkan
adanya pengaturan suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-
undang terlebih dahulu kemudian dilanggar, baru menimbulkan
perbuatan yang dapat dihukum yang dikenal dengan istilah ‘nullum
delictum nulla poena sine praevia lege poenali’.

Asas legalitas tersebut sejalan dengan Al-Qur’an Surah Al-Isra’
ayat 15 yang menegaskan “wamaakunna mu’adzibina hattaa nab’asa
rasuulaa." Ayat tersebut kemudian melahirkan kaidah fikih bahwa
tidak ada hukum bagi orang berakal sebelum Al-Qur’an menentukan
suatu nash. Mengingat kemajuan peradaban yang membutuhkan
pengaturan tata kehidupan oleh suatu organisasi yang teratur dan
mempunyai kewenangan yang jelas, maka penerapan asas legalitas
merupakan bagian dari pengembangan hukum administrasi negara.
Hal itu dikemukakan oleh H.D. Stout (1994:28), yang menguraikan
bahwa pemerintah harus melaksanakan tugas kewenangannya sesuai
dengan undang-undang. Hal ini berimplikasi kepada semua ketentuan
yang mengikat bagi warga negara harus sesuai dan diatur dengan
undang-undang.

Hal ini sejalan dengan konsep negara hukum yang menjadikan
asas legalitas sebagai pilar utama dan menjadi prinsip negara hukum
yang sering dirumuskan dengan pernyataan, Pemerintahan harus
berlandaskan pada hukum dan bukan pada kekuasaan.

Negara yang menjadikan hukum sebagai pilar utama, atau biasa
disebut negara hukum, ketentuan undang-undang menjadi pedoman
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Definisi, Karakteristik, dan Kelayakan Pihak Penggugat

dalam Sengketa TUN

1. Pengertian Pihak Penggugat dalam Sengketa TUN
Penggugat dalam sengketa hukum tata usaha negara (TUN)
merujuk pada pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan
administratif terhadap keputusan atau tindakan suatu badan atau
pejabat administrasi negara. Secara umum, penggugat adalah
individu atau entitas yang merasa dirugikan oleh keputusan atau
tindakan yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat publik yang
berwenang. Pihak penggugat ini bertindak untuk menuntut
keadilan dan mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak
mereka yang dianggap terlanggar (Azhar, 2021).

Dalam konteks hukum tata usaha negara, penggugat tidak
hanya terbatas pada warga negara, tetapi juga bisa mencakup
badan hukum yang memiliki kepentingan hukum langsung terkait
dengan  keputusan atau tindakan administratif yang
dipermasalahkan. Misalnya, sebuah perusahaan yang terpengaruh
oleh kebijakan pemerintah dalam hal pengurusan izin usaha, atau
organisasi masyarakat yang merasa keputusan suatu lembaga
negara merugikan kepentingan publik yang mereka wakili (Efendi
& Suwardi, 2025).

Sengketa TUN sering kali berfokus pada tindakan atau
keputusan pejabat administrasi negara yang dianggap tidak sah,
melanggar prosedur hukum, atau bertentangan dengan
kepentingan hukum pihak yang mengajukan gugatan. Oleh karena
itu, pihak penggugat harus memiliki hubungan langsung dan
konkret dengan objek sengketa yang dipermasalahkan. Hal ini
dikenal sebagai "standing,” yang merupakan syarat penting dalam
sistem hukum Indonesia untuk memastikan bahwa yang
mengajukan gugatan benar-benar memiliki kepentingan yang sah
dan relevan.

Pada dasarnya, gugatan dalam sengketa TUN bisa diajukan
terhadap berbagai macam keputusan administratif, seperti
keputusan pejabat publik dalam hal perizinan, pemberian sanksi
administratif, keputusan tentang status hukum suatu pihak, dan
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lain-lain. Misalnya, seseorang yang tidak puas dengan keputusan
pemerintah dalam memberikan izin lingkungan, atau seseorang
yang merasa haknya dilanggar oleh keputusan administratif terkait
status kependudukan.

Pihak yang dapat bertindak sebagai penggugat dalam sengketa
TUN juga diatur oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa penggugat dapat
berupa individu atau badan hukum yang dirugikan oleh keputusan
atau tindakan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara.
Oleh karena itu, penggugat harus bisa membuktikan bahwa
keputusan tersebut berimplikasi langsung terhadap hak-hak
mereka.

Proses gugatan dalam sengketa TUN biasanya dimulai dengan
penggugat mengajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan
Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam gugatan tersebut, penggugat
harus merinci dengan jelas keputusan atau tindakan administrasi
negara yang dianggap merugikan serta alasan mengapa keputusan
tersebut dianggap cacat hukum. Penggugat juga harus
menyertakan bukti-bukti yang mendukung klaim mereka bahwa
keputusan tersebut tidak sah atau merugikan secara langsung.

Secara prinsip, penggugat dalam sengketa TUN memiliki hak
untuk meminta agar keputusan yang merugikan mereka dibatalkan
atau diperbaiki. Dalam hal ini, penggugat tidak hanya mencari
keadilan dalam bentuk pembatalan keputusan, tetapi juga bisa
meminta penggantian kerugian atau tindakan yang lebih adil untuk
memulihkan hak-hak mereka yang telah terlanggar.

Salah satu syarat penting bagi pihak penggugat adalah adanya
kepentingan hukum yang nyata. Kepentingan hukum ini
menunjukkan bahwa penggugat memiliki kedudukan atau posisi
yang jelas dalam sengketa tersebut. Tanpa kepentingan hukum
yang jelas, sebuah gugatan dapat dianggap tidak memenuhi syarat
untuk diproses lebih lanjut oleh pengadilan. Oleh karena itu,
penggugat harus membuktikan adanya hubungan langsung dan
nyata dengan keputusan atau tindakan administratif yang digugat.
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Definisi dan Peran Pihak Tergugat

Pihak tergugat dalam sengketa Tindakan Tata Usaha Negara (TUN)
adalah badan atau pejabat pemerintah yang dihadapkan dengan
gugatan oleh pihak penggugat di pengadilan TUN. Pihak tergugat ini
adalah entitas yang membuat atau mengeluarkan keputusan
administratif yang dianggap merugikan pihak lain. Sengketa ini terjadi
ketika seorang individu, kelompok, atau badan hukum merasa bahwa
keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan pemerintah
tersebut tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku,
dan mengajukan gugatan untuk mendapatkan keadilan. Pihak
tergugat dapat terdiri dari lembaga pemerintah, pejabat pemerintah,
atau badan publik lainnya yang memiliki kewenangan administratif
(Shiddiqg, 2020). Misalnya, seorang kepala dinas yang mengeluarkan
surat keputusan yang merugikan individu atau perusahaan dapat
menjadi pihak tergugat dalam sengketa TUN. Dalam hal ini, tergugat
harus mempertanggungjawabkan keputusan yang telah diambil di
pengadilan TUN.

Fungsi utama pihak tergugat dalam sengketa TUN adalah untuk
memberikan pembelaan terhadap keputusan administratif yang telah
diambilnya. Pihak tergugat bertanggung jawab untuk membuktikan
bahwa keputusan atau tindakan yang diambil tersebut sah dan sesuai
dengan hukum yang berlaku (Forta Rendy, 2022). Jika tergugat tidak
dapat menunjukkan bahwa keputusan administratif yang dikeluarkan
berdasarkan prosedur yang benar, maka keputusan tersebut dapat
dibatalkan oleh pengadilan. Tanggung jawab pihak tergugat juga
meliputi kewajiban untuk memastikan bahwa keputusan
administratif yang diambil tidak merugikan pihak lain tanpa alasan
yang sah. Tergugat harus siap untuk menunjukkan bahwa tindakan
atau keputusan yang diambil tidak melanggar hak-hak individu atau
kelompok dan dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan
oleh undang-undang. Jika terbukti ada penyalahgunaan kewenangan
atau pelanggaran prosedur, pihak tergugat dapat
dipertanggungjawabkan atas keputusan yang diambil.

Kedudukan badan atau pejabat pemerintah sebagai pihak
tergugat sangat penting dalam sengketa TUN. Mereka adalah entitas
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yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan yang
memengaruhi kehidupan masyarakat. Sebagai pihak tergugat, badan
atau pejabat pemerintah diharapkan dapat menunjukkan bahwa
setiap keputusan yang diambilnya telah melalui proses yang sah dan
sesuai dengan hukum yang berlaku (Ermawati, 2024). Tergugat dalam
hal ini bukan hanya mempertahankan keputusan yang diambil, tetapi
juga harus memastikan bahwa kebijakan atau keputusan tersebut
tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan administratif. Sebagai
contoh, jika seorang kepala daerah mengeluarkan kebijakan yang
merugikan pihak ketiga, seperti penghentian izin usaha tanpa dasar
yang jelas, maka kepala daerah tersebut dapat menjadi pihak tergugat.
Pihak tergugat, dalam hal ini, harus siap untuk membela kebijakan
atau keputusan tersebut di pengadilan dengan menunjukkan bahwa
keputusan tersebut sah dan sesuai dengan kewenangan yang
diberikan.

Pihak tergugat juga memiliki kedudukan yang penting karena
mereka merupakan pengambil keputusan dalam konteks administrasi
negara. Sebagai bagian dari pemerintahan, mereka bertanggung jawab
untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berlandaskan pada
prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, serta tidak
disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu
(Endang, 2018). Dalam hal ini, pihak tergugat memiliki peran ganda:
sebagai pembuat keputusan dan sebagai pihak yang harus
membuktikan keabsahan keputusan tersebut di hadapan pengadilan.
Kedudukan badan atau pejabat pemerintah sebagai tergugat juga
mengandung implikasi terkait akuntabilitas mereka dalam
pengambilan keputusan administratif. Pemerintah, sebagai lembaga
yang diberikan kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat,
harus dapat mempertanggungjawabkan setiap  keputusan
administratif yang diambil. Dalam sengketa TUN, badan atau pejabat
yang menjadi tergugat harus dapat menunjukkan bahwa setiap
tindakan yang dilakukan telah dilandasi oleh ketentuan hukum yang
berlaku, dan jika terjadi kesalahan dalam prosesnya, mereka wajib
mempertanggungjawabkannya.

Secara keseluruhan, kedudukan badan atau pejabat pemerintah
sebagai pihak tergugat menggarisbawahi pentingnya pemerintahan
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Kedudukan Hukum Pihak Ketiga dalam Peradilan TUN
Munculnya pihak ketiga dalam sengketa Tata Usaha Negara dianggap
sebagai bentuk keadilan yang tidak memiliki dasar kepastian hukum.
Jika merujuk pada ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 Ayat (3)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 Ayat (9) Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009, dan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tidak ada satu pun klausul baik mengenai definisi subjek hukum
maupun prosedur gugatan yang secara tegas mengatur atau
menyebutkan peran pihak ketiga sebagai penggugat (Azhar, 2021).

Dalam konteks Hukum Acara PTUN, yang dimaksud pihak ketiga
adalah orang ataupun badan hukum yang ikut serta dalam sebuah
proses peradilan karena adanya kepentingan hukum tertentu. Pihak
ketiga ini dapat bergabung menjadi pihak dalam sengketa melalui
inisiatif pribadi dengan mengajukan permohonan, atau bisa juga
ditarik ke dalam persidangan berdasarkan pertimbangan hakim
(Mahkamah Agung, 2009).

Landasan hukum mengenai keterlibatan pihak ketiga dalam
sengketa TUN termaktub dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986. Ketentuan ini membuka ruang bagi subjek hukum di luar
penggugat dan tergugat yang memiliki kepentingan terkait sengketa
untuk bergabung dalam proses persidangan yang sedang berjalan.
Agar dapat diterima sebagai pihak dalam suatu sengketa, pihak ketiga
wajib membuktikan adanya kepentingan yang relevan dan cukup
signifikan. Kepentingan tersebut menjadi dasar argumentasi atau
legal standing dalam mengajukan permohonan intervensi kepada
pengadilan (Fitriyanti et al., 2019).

Pihak ketiga tidak dapat sembarangan masuk di dalam proses
peradilan; harus terdapat beberapa kriteria kepentingan yang harus
dimiliki. Kriteria kepentingan yang harus ada pada pihak ketiga untuk
dapat bergabung dalam proses persidangan adalah instruksi dari
hakim (intervensi khusus), upaya mempertahankan hak
(tussenkomst), dan keberpihakan untuk melindungi kepentingan

AKkbar Zainullah ITham

293



Pihak Ketiga dan Intervensi dalam Sengketa TUN

(voeging) (Abdullah, 2001). Dalam hal ini, keterlibatan pihak ketiga
diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Prosedur ini dapat diinisiasi
secara mandiri oleh pihak luar yang bersangkutan maupun atas
instruksi hakim. Ketentuan mutlak untuk melakukan intervensi ini
adalah adanya kepentingan hukum yang relevan dengan perkara, baik
untuk memihak posisi penggugat maupun tergugat.

Berdasarkan pendapat Wicipto Setiadi (Setiadi, 1994),
keterlibatan pihak ketiga bertujuan untuk melindungi hak-hak
mereka, baik dengan memosisikan diri sebagai penggugat mandiri
maupun melalui penggabungan diri. Apabila pihak ketiga bertindak
sebagai penggugat mandiri, mereka wajib mematuhi batasan waktu
pengajuan gugatan yang berlaku. Namun, jika mereka memilih untuk
bergabung dengan salah satu pihak yang sedang bersengketa, batasan
waktu tersebut tidak lagi mengikat. Pihak ketiga dapat segera
mengajukan permohonan kepada hakim sesaat setelah menyadari
adanya sengketa yang berdampak pada kepentingan mereka.

Mengingat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan
objek utama dalam sengketa TUN, maka posisi pihak ketiga yang
melakukan intervensi wajib menyesuaikan dengan kedudukan para
pihak yang berperkara. Secara hukum, Badan atau Pejabat TUN tidak
diperkenankan mengambil posisi sebagai penggugat maupun
bergabung di sisi penggugat. Sebaliknya, individu atau badan hukum
perdata dilarang untuk memosisikan diri sebagai tergugat atau ditarik
masuk ke dalam pihak tergugat (Harahap, 2001).

Sesuai yang disebutkan dalam Pasal 83 Ayat 1 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 bahwa (Undang-Undang Nomor 5 Pasal 83 Ayat
1 Tahun 1986):

“Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang
berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa
oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan
permohonan maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam
sengketa Tata Usaha Negara dan bertindak sebagai a.) pihak yang
membela haknya atau b.) peserta yang bergabung dengan salah
satu pihak yang bersengketa.”
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Penyusunan dan Pengajuan Gugatan Ke PTUN

Penyusunan Gugatan
Sebelum menyusun gugatan, perlulah memastikan perkara ini benar-
benar ranah (kompetensi) Peradilan yang tepat, yaitu PTUN.
Seringkali orang/pihak terjebak dalam situasi di mana itu bukan
ranah PTUN. Misalkan ada yang mengalami kerugian atas kebijakan
pemerintah, orang tersebut langsung membayangkan gugatan ke
Peradilan Tata Usaha Negara.
Berikut simulasinya: Pemerintah Kota X menerbitkan suatu
kebijakan bahwa tanah berstatus hijau (lahan hijau) tidak dapat
dibangun dan tetap berstatus lahan hijau. Pemilik tanah merasa
dirugikan karena dia tidak bisa menjual tanah tersebut ketika
membutuhkan uang untuk biaya berobat. Bayangan pemilik tanah ini
harus menggugat ke PTUN atau ke Peradilan Umum kepada
Pemerintah Kota. Namun sayangnya kebijakan tersebut berbentuk
Peraturan Daerah (Perda), yang mana ini sangat berbeda obyeknya
dengan KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara), yang memang ranah
dari PTUN. Jika menggugat PERDA, maka dapat ke Mahkamah Agung
sebagai kompetensi absolutnya.
Berbeda dengan kasus berikut, terdapat dua kepemilikan ganda
(sertifikat tanah SHM BPN) atas nama yang berbeda. Salah seorang
pihak dapat menggugat sertifikat tersebut karena “sertifikat” tersebut
merupakan bentuk KTUN. Berdasarkan hal itu, sebelum mengajukan
gugatan di PTUN, perlu dipastikan dulu objek tersebut adalah KTUN
yang mengandung unsur inti seperti
1. Penetapan yang (bentuknya) tertulis. Hal ini untuk memudahkan
pada waktu pembuktian.

2. Penetapan pada poin a dikeluarkan oleh pejabat eksekutif/badan
tun.

3. Pada penetapan ini berisi tindakan/perbuatan hukum tata usaha
negara.

4. Pada penetapan tersebut dikeluarkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

5. Bersifat konkret, individual, dan final

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum
perdata.
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Jika tidak diamati lebih lanjut, maka unsur di atas selalu
dipersamakan dengan produk lain seperti perda, perwali, peraturan
menteri, atau yang lain. Padahal, ada unsur otentik yang tidak sama
dengan aturan dari KTUN, yaitu Individual, Konkret, dan Final. Hal ini
bisa ditemukan dari identitas di dalamnya. Misalkan Surat Keputusan:
di dalamnya memuat nama (1 orang / individual), yang dapat berupa
orang atau subyek hukum. Inilah perbedaan mendasarnya jika ingin
mengajukan gugatan PTUN.

Sebelum menyusun gugatan, terlebih dahulu perlu mencermati
aspek daluwarsa terkait keberatan terhadap KTUN, karena kelalaian
dalam memperhatikan hal tersebut dapat mengakibatkan gugatan
dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan Pasal 55 Undang-
Undang PTUN, gugatan hanya boleh diajukan dalam kurun waktu
sembilan puluh hari sejak keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara diterima oleh pihak yang berkepentingan atau sejak
keputusan tersebut diumumkan kepada masyarakat. Permasalahan
yang kemudian timbul adalah apakah batas waktu 90 hari untuk
mengajukan gugatan ke PTUN masih harus dipandang sebagai kendala
yang bersifat mutlak ketika secara faktual gugatan diajukan setelah
melewati tenggang waktu tersebut. Dalam praktik peradilan, telah
muncul berbagai perkembangan yang memengaruhi pendekatan
dalam menghitung jangka waktu 90 hari dimaksud (Ridwan HR,
2015).

Perubahan dalam metode penghitungan tenggang waktu mulai
tampak sejak tahun 2015 melalui penerbitan Surat Edaran Mahkamah
Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015. Regulasi tersebut memberikan
arahan khusus terkait perhitungan batas waktu pengajuan gugatan
bagi pihak yang bukan merupakan subjek yang secara langsung dituju
dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Terhadap pihak yang
tidak menjadi sasaran langsung KTUN, jangka waktu pengajuan
gugatan dihitung sejak saat mereka pertama kali mengetahui adanya
keputusan tata usaha negara yang menimbulkan kerugian bagi
kepentingannya (Yonathan Simon Laturiuw, 2025).

Selain itu, ketentuan lain yang memengaruhi perubahan
mekanisme perhitungan batas waktu 90 hari diatur dalam Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Pedoman
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Pengajuan Gugatan Ke PTUN

Terdapat beberapa tahapan dalam pengajuan sampai pada
persidangan. Pada gambar di bawah ini kurang lebih prosedur dari
awal sampai Putusan (PTUN Jakarta, 2024).

UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN TATA UsAHA NEGARA
Nomor 5 Tahun 1986 jo. Nomor ¢ Tahun 2004 jo. Nomor 51 Tahun 2009

PUTUSAN

ACARA CEPAT

yang dimohonkan acara cepat,

+ Tanpa menempuh Pemeriksaan Persiapan maupun
Repilk & Duplk.

+ Penyelesaian maksimal 1,5 bulan.

+ Terdapat Upaya Hukum (Baning, Kasasi dan PK)

b

Gambar 14.1: Alur Persidangan PTUN (Gugatan-Putusan)
Sumber: https://ptun-jakarta.go.id/

Jika disingkat, maka tahapan-tahapan tersebut terdiri dari 8

(delapan) tahapan, yaitu:

1. Tahap Pertama: Pihak yang berperkara, khususnya penggugat,
terlebih dahulu menyiapkan berbagai dokumen pendukung, antara
lain surat gugatan beserta versi digitalnya dalam format PDF atau
Word, salinan objek sengketa apabila telah tersedia berikut
softcopy dalam bentuk PDF, serta fotokopi KTP para pihak lengkap
dengan file digitalnya. Jika menggunakan kuasa hukum, wajib
dilampirkan surat kuasa yang disertai fotokopi kartu advokat, KTP,
dan berita acara sumpah advokat berikut dokumen digitalnya. Bagi
badan hukum, perlu menyertakan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga dalam bentuk cetak dan elektronik. Selain itu,
penggugat juga harus melampirkan bukti telah menempuh upaya
administratif, seperti keberatan kepada pejabat penerbit objek
sengketa atau banding administratif kepada atasan tergugat,

Firman Firdausi

313



Penyusunan dan Pengajuan Gugatan Ke PTUN

termasuk versi digitalnya. Pengguna yang telah terdaftar wajib
memiliki akun E-court, sedangkan yang belum memiliki akun harus
menyiapkan alamat email aktif sebagai domisili elektronik.

2. Tahap Kedua: Setelah seluruh dokumen siap, penggugat
mendaftarkan gugatan melalui laman
https://ecourt.mahkamahagung.go.id dengan cara mengunggah
seluruh berkas persyaratan. Proses ini dapat dilakukan secara
mandiri dari luar pengadilan ataupun melalui fasilitas Pojok E-
court di PTUN.

3. Tahap Ketiga: Penggugat kemudian melakukan pembayaran panjar
biaya perkara sesuai dengan nomor virtual account yang
diterbitkan melalui sistem E-court.

4. Tahap Keempat: Petugas Meja E-court memverifikasi kelengkapan
dokumen dan bukti pembayaran. Berkas yang telah diperiksa
selanjutnya diteruskan kepada Panitera Muda Perkara untuk
dinilai apakah sudah memenuhi persyaratan administrasi atau
masih terdapat kekurangan.

5. Tahap Kelima: Panitera Muda Perkara melakukan penelitian
terhadap berkas. Apabila ditemukan kekurangan, dokumen
dikembalikan kepada penggugat disertai daftar periksa untuk
dilengkapi. Jika seluruh persyaratan telah terpenuhi, berkas
diserahkan kembali kepada petugas Meja E-court untuk diunggah
ke dalam sistem.

6. Tahap Keenam: Petugas kasir menyusun Surat Kuasa Untuk
Membayar (SKUM) dan melakukan pencatatan pada buku jurnal
keuangan perkara.

7. Tahap Ketujuh: Petugas Meja 2 mencatat gugatan tersebut ke
dalam Buku Register Induk Perkara sebagai bentuk administrasi
resmi perkara.

8. Tahap Kedelapan: Petugas Meja Pertama memasukkan uraian
posita dan petitum gugatan ke dalam aplikasi Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai bagian dari proses
administrasi perkara di lingkungan peradilan.
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Konsep dan Kedudukan Pembuktian Dalam Sengketa TUN

1. Pengertian Alat Bukti dalam Hukum Acara TUN
Pembuktian pada perspektif hukum acara merupakan proses
untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran suatu peristiwa
hukum yang menjadi dasar gugatan atau bantahan para pihak.
Dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), pembuktian
memiliki karakteristik khusus karena objek sengketa pada
umumnya berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang
merupakan produk tindakan administrasi pemerintahan.

Alat bukti dalam hukum acara TUN untuk membuktikan fakta
hukum dalam sengketa administrasi negara diatur secara limitative
dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU
PTUN). Dalam UU tersebut secara limitatif alat bukti dalam
sengketa TUN adalah:

a. surat atau tulisan,
keterangan ahlj,
keterangan saksi,
pengakuan para pihak, dan
pengetahuan hakim.

Berdasarkan penjelasan di atas, menekankan bahwa alat bukti
harus sah dan relevan untuk dasar hakim mencapai kebenaran
materiil. Pembuktian dalam PTUN tidak semata-mata bertujuan
menemukan kebenaran formal, tetapi diarahkan pada pencapaian
kebenaran materiil, mengingat sengketa TUN menyangkut
pengujian keabsahan tindakan pemerintahan.

e a0 o

2. Fungsi dan Tujuan Pembuktian dalam Sengketa TUN
Pembuktian didefinisikan sebagai cara utama yang digunakan oleh
hakim dalam menentukan benar tidaknya peristiwa hukum
sehingga sifat putusan hakim bersifat objektif; pembuktian dalam
peradilan TUN didasarkan atas pembuktian kebenaran materiil
Pembuktian berkaitan erat dengan peristiwa hukum untuk
menjadi suatu fakta yang kebenarannya dapat atau eksistensi
dalam sengketa TUN. Abdul Kadir menjelaskan pembuktian
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sebagai pemberian suatu keterangan kepada hakim tentang
kebenaran suatu kejadian atau peristiwa yang menjadi dasar
gugatan atau bantahan dengan alat-alat bukti sah. Dengan
demikian, tujuan pembuktian adalah untuk menemukan
kebenaran materiil, bukan sekedar kebenaran formal.

3. Kedudukan Pembuktian dalam Proses Pemeriksaan di PTUN
Pembuktian menempati posisi sentral dalam proses pemeriksaan
perkara TUN karena melalui pembuktian hakim menilai
kewenangan pejabat yang menerbitkan KTUN, kesesuaian
prosedur, serta substansi keputusan tersebut.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, pembuktian
berfungsi sebagai instrumen kontrol terhadap tindakan
pemerintahan. Dengan demikian, pembuktian tidak hanya bersifat
prosedural, tetapi juga substantif dalam menjaga prinsip legalitas
dan perlindungan hak warga negara.

4. Prinsip Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan TUN
Berlakunya asas dominus litis diartikan dalam sistem pembuktian
ini, hakim PTUN tidak bersikap pasif sebagaimana pada hukum
acara perdata, tetapi justru aktif dalam mengungkap fakta untuk
mencapai kebenaran materiil. Meskipun demikian, syarat bahwa
"pembuktian dianggap sah jika terdapat minimal dua alat bukti
yang meyakinkan hakim" pada Pasal 107 UU PTUN menurut
Indiharto menunjukkan bahwa sistem pembuktian yang diadopsi
oleh pembuat undang-undang bukanlah pembuktian bebas
sepenuhnya, melainkan pembuktian bebas dengan batasan
tertentu.

Sistem dan Prinsip Pembuktian Dalam PTUN

1. Sistem Pembuktian Bebas dengan Batasan
UU PTUN menganut sistem pembuktian bebas dengan batasan. Hal
ini tercermin dalam Pasal 107 UU PTUN yang menyatakan bahwa
hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian,
serta penilaian pembuktian, dengan syarat sahnya pembuktian
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sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah berdasarkan
keyakinan hakim. Dengan demikian, terdapat dua unsur penting,
yaitu minimum dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.
Sistem ini menempatkan hakim dalam posisi aktif dan independen
dalam menilai pembuktian.

2. Asas Hakim Aktif (Dominus Litis)
Berbeda dengan hukum acara perdata yang cenderung
menempatkan hakim secara pasif, dalam peradilan TUN hakim
berperan aktif menggali fakta dan hukum demi menemukan
kebenaran materiil. Peran aktif ini penting mengingat adanya
ketidakseimbangan kedudukan antara warga negara dan
pemerintah sebagai tergugat. Hakim dapat meminta tambahan alat
bukti, menghadirkan saksi, atau melakukan pemeriksaan setempat
guna memperjelas duduk perkara.

3. Hubungan Pembuktian dan Asas-Asas Umum Pemerintahan
yang Baik
Pembuktian dalam sengketa TUN juga berkaitan erat dengan
pengujian terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
(AUPB), seperti asas legalitas, asas kecermatan, asas tidak
menyalahgunakan wewenang, dan asas kepastian hukum. Melalui
pembuktian, hakim menilai apakah KTUN yang disengketakan
telah memenuhi prinsip-prinsip tersebut.

Jenis-Jenis Alat Bukti dalam Sengketa TUN

1. Alat Bukti Surat atau Tulisan
Surat merupakan alat bukti yang paling dominan dalam sengketa
TUN karena objek sengketa pada umumnya berbentuk keputusan
tertulis. Menurut Sudikno Mertokusumo, surat atau tulisan
merujuk pada segala bentuk yang mengandung bacaan, dibuat
untuk mengungkapkan isi pikiran atau perasaan seseorang. Surat
atau tulisan menjadi alat bukti krusial dalam pemeriksaan sengketa
TUN, diatur dalam Pasal 101 UU PTUN. Secara klasifikasi, surat
sebagai alat bukti terbagi menjadi tiga:
a. Akta Otentik, yaitu dokumen yang disusun oleh atau di hadapan

pejabat publik berwenang, dengan tujuan dijadikan pembuktian
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Pendahuluan

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu pilar
utama dalam mewujudkan konsep negara hukum (rechtsstaat) di
Indonesia. Kehadirannya tidak sekadar sebagai pelengkap struktur
yudisial, melainkan sebagai mekanisme kontrol yuridis terhadap
tindakan pemerintah agar senantiasa berpijak pada asas legalitas dan
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) (Ikhsan and
Sulastri, 2025). Dalam setiap sengketa tata usaha negara, muara dari
seluruh proses persidangan (setelah melalui tahap pemeriksaan alat
bukti sebagaimana dibahas pada bab sebelumnya) adalah putusan
hakim. Putusan ini menjadi kristalisasi dari pencarian keadilan bagi
masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan
pejabat publik (Yunanto, 2019).

Peran putusan PTUN terletak pada kemampuannya untuk
mengoreksi penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir)
dan tindakan sewenang-wenang (onrechtmatige overheidsdaad)
(Pietersz, 2018). Namun, putusan hanyalah deretan kata di atas kertas
jika tidak dipahami isi dan akibat hukumnya secara mendalam.
Pemahaman mengenai isi putusan berkaitan dengan pemenuhan
syarat formal dan material yang menjamin keabsahan putusan
tersebut, sementara pemahaman mengenai akibat hukum berkaitan
dengan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak-hak
warga negara.

Bab ini akan mengupas secara tuntas mengenai materi muatan
atau isi dari putusan hakim PTUN berdasarkan kerangka regulasi yang
berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Selain itu,
bab ini juga akan menganalisis akibat hukum yang timbul dari putusan
tersebut, yang nantinya akan menjadi dasar bagi pelaksanaan
eksekusi sebagaimana akan diuraikan pada bab selanjutnya.

Putusan Sengketa Tata Usaha Negara

Proses pengambilan keputusan dalam PTUN merupakan proses yang
sakral dan harus dilakukan dengan penuh ketelitian. Hakim tidak
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hanya memutus berdasarkan teks undang-undang, tetapi juga
berdasarkan keyakinan yang dibangun dari fakta-fakta hukum di
persidangan.

1. Musyawarah Majelis Hakim

Berdasarkan ketentuan hukum acara, pengambilan putusan

dilakukan melalui musyawarah majelis hakim yang dipimpin oleh

Ketua Majelis. Musyawarah ini bersifat tertutup dan rahasia. Dalam

praktiknya, terdapat mekanisme bertingkat untuk mencapai

putusan (Ansow, 2016):

a. Mufakat Bulat: Majelis hakim berusaha sedapat mungkin
mencapai kesepakatan bulat melalui diskusi yang mendalam
mengenai fakta dan penerapan hukum.

b. Penundaan Musyawarah: Apabila dalam musyawarah pertama
tidak tercapai kesepakatan, maka musyawarah ditunda hingga
pertemuan berikutnya untuk memberikan waktu bagi para
hakim melakukan pendalaman materi.

c. Peran Ketua Majelis: Jika setelah penundaan mufakat tetap tidak
dapat diraih, maka keputusan diambil berdasarkan suara
terbanyak. Namun, apabila suara terbanyak pun tidak tercapai,
maka keputusan akhir berada di tangan Hakim Ketua Majelis.
Mekanisme ini menjamin bahwa setiap perkara harus
mendapatkan kepastian hukum dan tidak boleh dibiarkan
menggantung tanpa putusan.

2. Kriteria Putusan PTUN

Dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), setiap putusan

yang dihasilkan oleh hakim harus memenuhi serangkaian asas atau

kriteria fundamental untuk menjamin keadilan dan kepastian
hukum. Asas-asas ini menjadi landasan bagi hakim dalam
memeriksa, mengadili, dan memutus suatu sengketa (Tjandra,

2015).

a. Decisie Beginsel (Right to a Decision): Setiap pencari keadilan
berhak atas sebuah putusan. Hakim dilarang menolak untuk
memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih hukumnya
tidak ada atau kurang jelas (ius curia novit).

Muhammad Rifqi

337



Putusan Hakim PTUN: Isi dan Akibat Hukumnya

b. Verdedigings Beginsel (A Fair Hearing): Asas ini menjamin
bahwa setiap pihak, baik penggugat maupun tergugat,
mendapatkan perlakuan yang sama (equality before the law)
dan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membela
diri serta mengajukan argumen hukumnya.

c. Onpartijdigheids Beginsel (No Bias): Hakim harus bebas dari
prasangka, kepentingan pribadi, maupun intervensi dari pihak
mana pun, termasuk dari atasan maupun kekuasaan eksekutif.

d. Motiverings Beginsel (Reasons and Argumentations): Putusan
harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas, logis, dan dapat
dimengerti. Hakim wajib menguraikan penalaran hukumnya
secara konsisten sehingga publik dapat memahami mengapa
suatu putusan diambil.

Klasifikasi dan Sistematika Putusan Tata Usaha Negara
Putusan PTUN dapat diklasifikasikan berdasarkan waktu
penjatuhannya dan isi amarnya:

1. Klasifikasi Berdasarkan Waktu Penjatuhan

a. Putusan Sela (Interlocutory Decision): Putusan yang dijatuhkan
sebelum putusan akhir, bertujuan untuk memperlancar
pemeriksaan perkara atau menentukan hal-hal teknis (misalnya
putusan mengenai eksepsi kewenangan absolut atau penetapan
penundaan pelaksanaan KTUN) (Halili Hartini, and
Arpannudin, 2018).

b. Putusan Akhir (Final Decision): Putusan yang mengakhiri
sengketa pada tingkat peradilan tertentu dan menentukan
status hukum dari objek sengketa secara definitif (Podomi,
Moonti, and Ahmad, 2025).

2. Klasifikasi Berdasarkan Amar Putusan
Pasal 97 ayat (7) UU Nomor Tahun 1986 menyebutkan bahwa
terdapat empat jenis putusan hakim, yaitu gugatan ditolak, gugatan
dikabulkan, gugatan tidak diterima, dan gugatan gugur (Harahap,
2017).
a. Gugatan Ditolak
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Putusan yang amar putusannya berupa penolakan terhadap
gugatan yang diajukan oleh penggugat memiliki konsekuensi
hukum yang penting, yaitu secara efektif memperkuat
keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang
sebelumnya telah dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN
yang bersangkutan. Putusan penolakan ini pada dasarnya
menyatakan bahwa KTUN yang menjadi objek sengketa adalah
sah dan tidak dapat dibatalkan. Pada umumnya, majelis hakim
sampai pada kesimpulan untuk menolak suatu gugatan karena
alasan pembuktian, yaitu ketika alat-alat bukti yang dihadirkan
oleh pihak penggugat dinilai tidak mampu atau tidak cukup
untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya. Alasan lainnya
adalah karena alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak tergugat

(badan atau pejabat TUN) justru terbukti lebih kuat dan lebih

meyakinkan di mata hakim (Siallagan et al,, 2019).

. Gugatan Dikabulkan

Jika pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan,

maka putusan tersebut secara yuridis menyatakan bahwa KTUN

yang menjadi sumber sengketa adalah tidak sah atau batal

(Siallagan et al.,, 2019). Konsekuensi dari putusan ini jauh lebih

kompleks, karena pengadilan akan menetapkan serangkaian

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh badan atau pejabat

TUN selaku tergugat. Kewajiban tersebut dapat berupa:

1) Pencabutan KTUN: Tergugat diwajibkan untuk mencabut
atau membatalkan KTUN yang telah dinyatakan tidak sah.

2) Pencabutan dan Penerbitan Baru: Selain mencabut KTUN
yang lama, tergugat juga diwajibkan untuk menerbitkan
KTUN yang baru sebagai penggantinya, yang tentunya harus
sesuai dengan kaidah hukum.

3) Penerbitan KTUN: Dalam kasus-kasus tertentu yang
gugatannya didasarkan pada Pasal 3, tergugat diwajibkan
untuk menerbitkan sebuah KTUN yang sebelumnya tidak
ada.

Lebih lanjut, putusan yang mengabulkan gugatan dapat
disertai dengan pembebanan kewajiban tambahan bagi
tergugat. Pertama, pengadilan dapat memerintahkan
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Penutup

Pada dasarnya putusan PTUN tidak seharusnya dipandang sebagai
"kekalahan" pemerintah, melainkan sebagai instrumen koreksi untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Kepatuhan pejabat terhadap akibat hukum putusan merupakan
indikator kematangan demokrasi sebuah bangsa. Tanpa kepatuhan,
putusan hakim hanya akan menjadi "macan kertas" yang kehilangan
taringnya.

Putusan hakim PTUN merupakan hasil dari proses peradilan
administrasi. Dengan memenuhi empat kriteria pokok (Decisie,
Verdedigings, Onpartijdigheids, dan Motiverings beginsel), sebuah
putusan akan mampu memberikan keadilan yang substansial.
Pemahaman mengenai isi, klasifikasi, sifat, dan akibat hukum putusan
merupakan modal dasar bagi setiap praktisi hukum untuk
memastikan bahwa supremasi hukum benar-benar tegak di atas
kekuasaan administrasi.
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Eksekusi Putusan PTUN dan Tantangannya

Pengertian Eksekusi Putusan PTUN

Pengertian Putusan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah suatu

penetapan yang berisi pengabulan ataupun penolakan atas dalil-dalil

yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa yang dapat bersifat
positif ataupun negatif. Putusan pengadilan harus diucapkan dalam
sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Apabila salah satu
pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan
diucapkan, atas perintah Hakim Ketua Sidang salinan putusan itu
disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Bila
putusan pengadilan itu tidak diucapkan dalam sidang yang dinyatakan
terbuka untuk umum, maka putusan itu menjadi tidak sah dan tidak

mempunyai kekuatan hukum (Riza, 2018).

Kedudukan putusan PTUN bersumber dari Pasal 24 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah
Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk Peradilan Tata
Usaha Negara. Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang
secara eksplisit menempatkan PTUN sebagai bagian integral dari
sistem kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Sebagai
pelaksana kekuasaan kehakiman, putusan PTUN memiliki kedudukan
yang setara dengan putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan
lainnya (umum, agama, dan militer). Putusan ini diucapkan dengan
kepala putusan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA," yang mencerminkan otoritasnya sebagai putusan
pengadilan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum (Natalie,
2025).

Kedudukan putusan PTUN ditentukan oleh karakteristiknya.
Berdasarkan doktrin dan praktik peradilan, putusan PTUN dibedakan
menjadi 3 (tiga). Jenis: (Dani, 2018)

1. Deklarotoir, memiliki karakteristik menyatakan atau menerangkan
suatu keadaan hukum tertentu yang bersifat self-executing,
langsung berlaku tanpa prosedur eksekusi tambahan.

2. Konstitutif, memiliki karakteristik menciptakan, mengubah, atau
menghapuskan suatu keadaan hukum yang bersifat self-executing,
langsung menciptakan akibat hukum baru
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3. Kondemnatoi memiliki karakteristik menghukum pihak tergugat
untuk melakukan suatu tindakan tertentu yang bersifat
memerlukan upaya paksa dan prosedur eksekusi yang lebih
kompleks.

Putusan PTUN tidak serta-merta bersifat final pada tingkat
pertama. Sistem peradilan menyediakan jenjang upaya hukum yang
lengkap. Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN)
terhadap putusan PTUN tingkat pertama. Kasasi ke Mahkamah Agung
terhadap putusan PT TUN. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung
terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Keberadaan
upaya hukum ini menunjukkan bahwa kedudukan putusan PTUN
bersifat hierarkis dan dapat diuji kembali oleh lembaga peradilan yang
lebih tinggi. Salah satu aspek yang membedakan kedudukan putusan
PTUN dengan putusan perdata adalah dimungkinkannya putusan
yang bersifat ultra petita (melebihi apa yang dimohonkan). Dalam
hukum acara perdata, asas non-ultra petita bersifat mutlak dan jika
dilanggar dapat menjadi alasan peninjauan kembali sebagaimana
diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung (Putra,
2020).

Namun demikian, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara
tidak mengatur secara tegas larangan ultra petita. Sebaliknya,
Penjelasan Umum angka 5 UU PTUN justru menegaskan bahwa hakim
TUN menganut asas keaktifan hakim (dominus litis), yang digunakan
untuk mencari kebenaran materil dan menyeimbangkan kedudukan
para pihak. Mahkamah Agung sendiri dalam Putusan Nomor
5/KTUN/1992 telah membentuk kaidah hukum yang membolehkan
ultra petita dalam sengketa TUN. Dalam pertimbangannya, MA
menyatakan bahwa adalah tidak pada tempatnya bila hak menguji
hakim hanya terbatas pada objek sengketa yang diajukan para pihak,
karena seringkali objek sengketa harus dinilai dalam kaitannya
dengan bagian-bagian keputusan lain yang tidak dipersengketakan.
Hal ini membuka ruang bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang
melampaui tuntutan penggugat demi mencapai keadilan substansial.

Eksekusi, dalam konteks hukum acara, merupakan tahap akhir
dan paling krusial dalam proses peradilan. Secara umum, eksekusi
diartikan sebagai serangkaian tindakan dan syarat yang digunakan
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oleh aparat penegak hukum untuk membantu pihak yang
memenangkan perkara (penggugat) dalam mewujudkan isi putusan
hakim, apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak bersedia
mematuhinya secara sukarela dalam waktu yang telah ditentukan.
Dengan kata lain, eksekusi adalah realisasi paksa dari suatu putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van
gewijsde). Hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap-lah
yang dapat dilaksanakan, karena keputusan tersebut tidak lagi
terbuka untuk upaya hukum seperti banding atau Kkasasi
(Lumbanraja, 2024).

Dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia,
pengertian eksekusi ini memiliki nuansa yang sangat berbeda
dibandingkan dengan eksekusi dalam perkara perdata. Kekeliruan
pemahaman akan sering terjadi jika kita menyamakan eksekusi PTUN
dengan eksekusi riil seperti dalam perkara perdata yang objeknya
adalah kebendaan dan dapat dipaksakan secara fisik dengan bantuan
alat negara. Eksekusi di PTUN pada hakikatnya merupakan
pelaksanaan kewajiban yang dibebankan oleh putusan pengadilan
kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) selaku Tergugat.
Kewajiban ini bersifat publik dan bertujuan untuk memulihkan hak
penggugat yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata
Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa. Perbedaan
mendasar antara eksekusi putusan PTUN dan eksekusi perdata
terletak pada subjek hukum yang menjadi objek eksekusi, yakni
pejabat pemerintah. Hal ini melahirkan sejumlah karakteristik khas
yang tidak dapat ditemukan dalam ranah hukum perdata (Rayhan,
2023).

Pertama, sifatnya yang "mustahil” untuk dipaksakan secara riil
Penerapan upaya paksa secara fisik terhadap pemerintah merupakan
hal yang mustahil terjadi. Tidak mungkin membayangkan aparat
pengadilan secara paksa menyeret seorang pejabat untuk
menandatangani suatu keputusan atau secara paksa mengubah isi
keputusan yang telah ia buat. Eksekusi di PTUN lebih menitikberatkan
pada kesadaran dan kepatuhan hukum pejabat (self-respect) sebagai
bagian dari organ negara dalam negara hukum. Jika dalam perkara
perdata eksekusi bertumpu pada kekuasaan dan paksaan, maka dalam

Arif Maulana

355



Eksekusi Putusan PTUN dan Tantangannya

Daftar Pustaka

Akbar, M. A. (2023). Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian
Perangkat Desa. Jurnal USM Law Review, 6(2), 571-586.

Amalia, R. A, Ashari, A, Kafrawi, R. M, & Setiawan, A. (2024).
Problematika Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara dalam

Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Perspektif
Hukum, 195-215.

Asnani, M. S. (2025). Sistem Peradilan Tata Usaha Negara: Penegakan
Hukum dan Rekonstruksi Keadilan dalam Hukum Administrasi
Indonesia. Penerbit NEM.

Azzahra, F. (2020). Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya
Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan
Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum). Binamulia
Hukum, 9(2), 127-140.

Dagung, A. D., Resopijani, A., & Thene, R. S. (2026). Analisis Yuridis
terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
terkait Penundaan Pemilihan Kepala Desa yang Tidak Dilaksanakan
oleh Bupati Timor Tengah Selatan: Putusan Nomor
141/B/2022/PT. TUN. SBY.AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa
Humanis, 6(1), 314-329.

Dani, U. (2018). Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara
Di Indonesia: Sistem Unity Of Jurisdiction Atau Duality Of
Jurisdiction? = Sebuah  Studi  Tentang  Struktur  Dan
Karakteristiknya/Understanding ~ Administrative = Court In
Indonesia: Unity Of Jurisdiction Or Duality Of Jurisdiction System?
A Study Of Hierarchy And Characteristic. Jurnal Hukum dan
Peradilan, 7(3), 405-424.

Enny Agustina, S. E., & SH, M. (2022). Sengketa kepegawaian dalam
sistem peradilan tata usaha negara. PT. RajaGrafindo Persada-
Rajawali Pers.

Fahrunnisa, F., Utama, A. P, & Setiawan, B. (2025). Penguatan
Eksekutabilitas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara: Urgensi

Arif Maulana

373



Eksekusi Putusan PTUN dan Tantangannya

Pembentukan Peraturan Pemerintah Sebagai Peraturan
Pelaksana. Jurnal sosial dan sains, 5(9), 7097-7103.

Hidayat, T. Utama, Y. ]J.,, & Leonard, L. T. (2022). Pelaksanaan
Rehabilitasi Bidang Kepegawaian Dalam Putusan Peradilan Tata
Usaha Negara (Studi Kasus: Putusan Nomor: 042/G/2015/PTUN.
SMG Juncto Nomor 100/B/2016/PT. TUN. SBY). Diponegoro Law
Journal, 11(4).

Huroiroh, E., & Roychan, W. (2024). Penyelesaian Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Yang Bersifat Non Executable. Journal of Law
and Administrative Science, 2(2), 73-94.

Khair, A., Siswanto, S. E., & Saleh, M. (2016). Penyelesaian Sengketa
Keputusan Tata Usaha Negara Melalui Upaya Banding
Administratif. Jatiswara, 31(3), 416-436.

Khofifah, W. L. N. (2024). Problematika Eksekusi Putusan Tata Usaha
Negara Melalui Uang Paksa (Dwangsom) Di Indonesia. Journal of
Law and Islamic Law, 2(2), 195-210.

Lumbanraja, B. Y. (2024). E-Floating Execution: Inovasi Eksekusi
Elektronik Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pembangunan
Hukum Progresif. Jurnal Hukum Progresif, 12(2), 109-119.

Mulyana, M., & Kusumaatmaja, A. C. (2022). Eksekusi Putusan
Peradilan Tata Usaha Negara Yang Telah Mempunyai Kekuatan
Hukum Tetap. Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL), 3(1), 46-61.

Muni, A. (2023). Analisis Teori Keadilan John Rawls terhadap Urgensi
Pembentukan Lembaga Eksekutorial Khusus dalam Pelaksanaan
Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. As-Shahifah: Journal of
Constitutional Law and Governance, 3(2), 121-137.

Nahak, A. (2023). Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch. Jurnal
Pendidikan Sosial dan Humaniora, 2(3).

Natalie, S. D. R, Rafiqj, I. D., Fernanda, Z. D. S,, & Janitra, A. K. (2025).
Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik Sebagai Obyek Gugatan
Tata Usaha Negara: Kedudukan Dan Sistem Pembuktian. Wijaya
Putra Law Review, 4(1), 1-2 2.

Arif Maulana




Eksekusi Putusan PTUN dan Tantangannya

Pambudi, L. A, Wismaningsih, M. I. A, & Maulana, A. (2025).
MENELISIK  KESIAPAN  EKSEKUSI OTOMATIS PUTUSAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA: LANGKAH STRATEGIS
MENUJU PEMERINTAHAN DIGITAL.

Pamungkas, Y. (2020). Pergeseran Kompetensi Peradilan Tata Usaha
Negara. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 3(2), 339-
359.

Putra, M. A. (2020). Keputusan tata usaha negara yang berpotensi
menimbulkan akibat hukum sebagai objek sengketa di Pengadilan
Tata Usaha Negara. J. Huk. Peratun, 3, 1-18.

Ramadhani, A. A. Z,, Leonard, L. T., & Utama, K. W. (2022). Membedah
Putusan Ptun Jakarta No. 230/G/Tf/2019/Ptun-Jkt Terkait
Perluasan Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara
Mengenai Tindakan Faktual. Diponegoro Law Journal, 11(2).

Ramandey, Y. S., Putrijanti, A., & Utama, K. W. (2025). IMPLEMENTASI
SANKSI DWANGSOM SEBAGAI UPAYA PAKSA DALAM
PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA. Diponegoro Law Journal, 14(2).

Rayhan, A, & Wijaya, S. K. (2023). Efektifitas Pengadilan Tata Usaha
Negara dalam Menyelesaikan Putusan Sengketa Tata Usaha
Negara. Jurnal Peradaban Hukum, 1(1), 61-80.

Ridho, M. A. (2026). Kekuatan Hukum Keputusan Tata Usaha Negara
Yang Diterbitkan Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Acara
Ptun. Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum, 9(1), 15-24.

Ridwan, H. R, Heryansyah, D., & Pratiwi, D. K. (2018). Perluasan
Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-

Undang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Hukum Ius Quia
Iustum, 25(2), 339-358.

Riza, D. (2018). Keputusan tata usaha negara menurut undang-undang
peradilan tata usaha negara dan undang-undang administrasi
pemerintahan. Jurnal Bina Mulia Hukum, 3(1), 85-102.

Rokhim, W. A. (2018). Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha
Negara Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor

Arif Maulana

375



Eksekusi Putusan PTUN dan Tantangannya

30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Analisis
Terhadap Putusan PTUN Yogyakarta Tahun 2015-2017) (Master's
thesis, Universitas Islam Indonesia).

Sibarani, D. H. (2025). ANALISIS IMPLIKASI EKSEKUSI
PENGANGKATAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)
TERHADAP TANAH DAN BANGUNAN. Jurnal Hukum to-ra: Hukum
Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, 11(2), 432-447.

Simanjuntak, E. (2021). Hukum acara peradilan tata usaha negara:
Transformasi & refleksi. Sinar Grafika.

Somantri, D. (2021). Tantangan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam
Memperkuat Kewibawaan Peradilan Tata Usaha Negara. Jurnal
Hukum Peratun, 4(2), 123-140.

Syam, E. S., Wahyuni, E. N,, Burhan, P. A.,, & Muliyadi, M. (2025).
DISFUNGSI PENGAWASAN DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM. DEDIKASI:
Jurnal lImiah Sosial, Hukum, Budaya, 26(2), 119-128.

Tjandra, W. R. (2002). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Arif Maulana



Eksekusi Putusan PTUN dan Tantangannya

PROFIL PENULIS

Arif Maulana, S.H., M.H.

Lahir di Kabupaten Pinrang, 13 Mei 1997.
Penulis menyelesaikan studi strata satu
IImu Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia pada tahun
2019. Lalu penulis melanjutkan studi
strata dua di universitas yang sama dan
tamat di tahun 2021. Pada tahun 2022
hingga sekarang penulis bekerja sebagai
dosen pada Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Sawerigading Makassar, dan pada tahun 2024 penulis
menjabat sebagai sekretaris Program Studi Ilmu Hukum. Sehari-
harinya penulis sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata
Negara. Penulis pernah ikut serta pada beberapa penyusunan naskah
akademik dan rancangan peraturan daerah di Sulawesi Selatan. Selain
itu, penulis juga aktif di Kantor Pusat Kajian dan Bantuan Hukum
(PKBH) Sulawesi Selatan dan terlibat dalam kegiatan sosial
kemasyarakatan, aktif sebagai Dewan Daerah Wahana Lingkungan
Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan dan pengurus pada Yayasan
Lembaga Kajian Pengembangan Masyarakat dan Pesantren (LKPMP).
Selain itu, penulis aktif dalam menulis jurnal, buku ajar, dan book
chapter dengan harapan penulis dapat memberikan kontribusi positif
bagi bangsa dan negara.

Email Penulis: arifmaulanal397@gmail.com

Arif Maulana

377


mailto:arifmaulana1397@gmail.com

ﬁv

BAB 18
UPAYA HUKUM:
BANDING DI
PERADILAN TINGGI
TUN

Dr. Jati Nugroho, S.H., M.Hum.
Sekolah Tinggi [Imu Hukum Jenderal Sudirman Lumajang




Upaya Hukum: Banding di Peradilan Tinggi TUN

Pengantar

Dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), banding
merupakan salah satu upaya hukum biasa yang diberikan oleh
undang-undang kepada para pihak yang merasa tidak puas terhadap
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada tingkat pertama.
Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang
menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
dapat diajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara. Adanya upaya banding tersebut merupakan
perwujudan prinsip negara hukum (rechtstaat), yang mensyaratkan
tersedianya mekanisme perlindungan hukum terhadap hak-hak
subjektif warga negara dari tindakan pemerintahan yang berpotensi
menimbulkan kerugian (Philipus, 1987).

Dengan demikian, banding tidak semata-mata dipahami sebagai
hak prosedural bagi para pihak, tetapi juga berfungsi sebagai
instrumen untuk menjamin bahwa proses pemeriksaan perkara tidak
berhenti pada satu penilaian hakim saja. Melalui mekanisme banding,
dimungkinkan adanya koreksi secara bertahap guna mewujudkan
keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hukum yang efektif
dalam penyelesaian sengketa antara warga negara dan pemerintah
(Utrecht, 1986).

Upaya Hukum dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara

Upaya hukum dalam peradilan tata usaha negara memiliki kedudukan
yang sangat penting sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para
pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN). Salah satu bentuk upaya hukum yang dapat
ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan akibat putusan PTUN
adalah pengajuan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara (PTTUN) (Febrian Chandra, 2024). Mekanisme banding
tersebut memiliki dasar hukum yang tegas dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal
68. Ketentuan tersebut mengatur secara terperinci mengenai tata
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cara, persyaratan, serta jangka waktu pengajuan banding setelah
putusan PTUN diucapkan. Melalui upaya banding, dimungkinkan
adanya pemeriksaan kembali terhadap putusan yang dinilai tidak adil
atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga
memberikan kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk
memperoleh putusan yang lebih tepat dan berkeadilan. Sejalan
dengan hal tersebut, Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 secara tegas menentukan bahwa pihak yang tidak menerima
putusan PTUN berhak mengajukan banding kepada PTTUN dalam
jangka waktu 14 hari sejak diterimanya salinan putusan.

Dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara, upaya hukum
merupakan instrumen hukum yang disediakan oleh peraturan
perundang-undangan bagi para pihak yang berperkara untuk
memohon dilakukannya pemeriksaan kembali terhadap putusan
pengadilan yang dinilai merugikan hak atau kepentingan hukumnya.
Keberadaan upaya hukum tersebut menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari sistem peradilan, karena berperan sebagai
mekanisme pengawasan dan koreksi terhadap kemungkinan
terjadinya kekeliruan dalam proses pemeriksaan dan pemutusan
perkara.

Sejak awal bahwa putusan pengadilan bukanlah produk yang
selalu sempurna. Hakim adalah manusia yang dapat keliru dalam
menilai fakta maupun menerapkan hukum. Oleh karena itu, upaya
hukum hadir sebagai instrumen pengaman (safeguard) agar keadilan
tidak berhenti pada satu tingkat peradilan saja. Dalam konteks
peradilan TUN, upaya hukum memiliki makna yang lebih penting,
karena sengketa yang diperiksa menyangkut tindakan atau keputusan
pejabat pemerintahan yang secara langsung berdampak pada hak
warga negara.

Upaya hukum dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara
merupakan sarana hukum yang disediakan oleh peraturan
perundang-undangan bagi para pihak yang bersengketa untuk
meminta pemeriksaan kembali terhadap putusan pengadilan yang
dianggap merugikan hak atau kepentingan hukumnya. Keberadaan
upaya hukum mencerminkan pengakuan sistem peradilan bahwa
putusan hakim tidak bersifat absolut dan terbuka terhadap
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kemungkinan kekeliruan, baik dalam menilai fakta (error in facti)
maupun dalam menerapkan hukum (error in judicando) (Indroharto,
1993).

Upaya Hukum sebagai Instrumen Kontrol Yudisial

Dalam sistem peradilan Tata Usaha Negara, upaya hukum tidak hanya
berfungsi sebagai sarana prosedural bagi para pihak untuk
menentang putusan yang dianggap merugikan, tetapi juga memiliki
makna yang lebih fundamental sebagai instrumen kontrol yudisial
(judicial control) terhadap tindakan dan keputusan badan atau pejabat
pemerintahan. Melalui mekanisme upaya hukum, pengadilan
diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian ulang terhadap
keabsahan tindakan administrasi negara sekaligus melakukan koreksi
terhadap putusan pengadilan pada tingkat sebelumnya, sehingga
proses pengawasan terhadap kekuasaan pemerintahan dan
kekuasaan  kehakiman itu  sendiri  berlangsung secara
berkesinambungan dan berlapis dalam sistem peradilan yang
berjenjang (Indroharto, 2003). Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
dinyatakan: (1) “Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh
Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara.” (2) “Pengadilan Tata Usaha Negara berpuncak pada
Mahkamah Agung.”

Fungsi kontrol yudisial tersebut menunjukkan bahwa dalam
negara hukum, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan
tidak boleh berhenti pada satu tingkat peradilan saja. Sebaliknya,
sistem peradilan harus dirancang sedemikian rupa sehingga
memungkinkan adanya mekanisme koreksi internal, baik terhadap
keputusan administrasi negara yang disengketakan maupun terhadap
pertimbangan dan penilaian hakim yang berpotensi keliru. Dalam
konteks Peradilan Tata Usaha Negara, mekanisme ini diwujudkan
melalui adanya upaya hukum biasa, seperti banding dan kasasi, yang
menjamin bahwa setiap putusan dapat diuji kembali sebelum
memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam ketentuan Pasal 122
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dinyatakan bahwa “Terhadap
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pembedaan fungsi antara judex facti dan judex juris. Pemeriksaan
oleh judex facti tidak hanya menyangkut kebenaran formal, tetapi
juga mencakup penilaian logis dan rasional terhadap hubungan
antara fakta dan norma hukum yang diterapkan.

Pemikiran Sudikno Mertokusumo memperkuat dasar teoritis
bahwa pemeriksaan banding di PTTUN tidak boleh dipersempit
hanya pada keberatan normatif dalam memori banding, melainkan
harus mencakup penilaian ulang terhadap fakta, pembuktian, dan
pertimbangan hukum PTUN tingkat pertama. Pendekatan ini
sejalan dengan tujuan peradilan Tata Usaha Negara sebagai
instrumen perlindungan hukum terhadap warga negara dari
tindakan pemerintahan yang melanggar hukum (Philipus, 1987).

6. Putusan Banding

Berdasarkan hasil pemeriksaan perkara banding, Peradilan Tinggi
Tata Usaha Negara (PTTUN) menjatuhkan putusan banding
sebagai bentuk koreksi yudisial terhadap putusan PTUN tingkat
pertama. Putusan banding ini merupakan konsekuensi dari
kedudukan PTTUN sebagai judex facti tingkat kedua, yang
berwenang menilai kembali baik aspek faktual maupun aspek
yuridis dari sengketa Tata Usaha Negara yang diperiksa.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, PTTUN menjatuhkan putusan
banding yang dapat berupa:

Pertama, menguatkan putusan PTUN, apabila majelis hakim
PTTUN berpendapat bahwa putusan tingkat pertama telah tepat
dan benar, baik dalam hal penilaian fakta, pembuktian, maupun
penerapan norma hukum yang relevan. Penguatan putusan
menunjukkan bahwa tidak ditemukan kesalahan substansial dalam
pertimbangan hukum maupun dalam proses pemeriksaan perkara
di tingkat pertama. Dalam hal ini, putusan PTUN dipandang telah
memenuhi asas legalitas, kepastian hukum, dan keadilan
substantif.

Kedua, mengubah putusan PTUN, apabila PTTUN menemukan
adanya kekeliruan tertentu dalam putusan tingkat pertama, baik
mengenai amar putusan, pertimbangan hukum, maupun aspek
tertentu dari penilaian fakta, namun kekeliruan tersebut tidak
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bersifat mendasar sehingga tidak memerlukan pembatalan seluruh
putusan. Perubahan putusan ini mencerminkan fungsi korektif dari
pemeriksaan banding, yang bertujuan menyempurnakan putusan
agar lebih sesuai dengan hukum dan rasa keadilan, tanpa harus
menghapus keseluruhan konstruksi putusan sebelumnya
(Indroharto, 1993).

Ketiga, membatalkan putusan PTUN, apabila PTTUN menilai
bahwa putusan tingkat pertama bertentangan dengan hukum,
mengandung cacat yuridis yang mendasar, atau didasarkan pada
penilaian fakta dan penerapan hukum yang keliru secara prinsipil.
Pembatalan putusan dapat dilakukan, antara lain, apabila PTUN
salah menerapkan norma hukum, mengabaikan asas-asas umum
pemerintahan yang baik, atau melakukan kesalahan serius dalam
menilai alat bukti yang berpengaruh terhadap hasil putusan. Dalam
kondisi demikian, pembatalan dipandang perlu untuk menjaga
konsistensi sistem hukum dan wibawa peradilan administrasi
negara (Philipus 1987).

Putusan banding yang dijatuhkan oleh PTTUN menggantikan
putusan PTUN tingkat pertama dan memiliki kekuatan hukum yang
mengikat bagi para pihak. Putusan ini sekaligus menjadi dasar bagi
pihak yang merasa dirugikan untuk menentukan langkah hukum
selanjutnya, yaitu menerima putusan banding atau menempuh
upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung sebagai judex juris,
sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-
undang.
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HUKUM ACARA
TATA USAHA NEGARRA

Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman dasar dan
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Tata Usaha Negara (KTUN). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam
mengenai acara ini menjadi krusial untuk mewujudkan pemerintahan yang
bersih dan berwibawa. Dalam penyusunan buku ini, penulis telah berusaha
menyajikan materi secara sistematis, mulai dari:
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